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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

KATA PENGANTAR
Rektor UIN Sumatera Utara

Prof. Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.
ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat
Allah SWT. atas limpahan rahmat, karunia, dan
nikmat-Nya yang begitu besar kepada kita
semua. Hanya dengan pertolongan-Nya, kita
senantiasa diberi kekuatan dan komitmen untuk
terus memajukan Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara (UIN SU) tercinta.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan
kita Nabi Muhammad SAW.,, teladan utama (uswah hasanah) dalam
seluruh aspek kehidupan, yang ajarannya senantiasa menjadi sumber
inspirasi dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan
dan peradaban Islam.

Rektor UIN Sumatera Utara menyambut baik dengan penerbitan
buku Pengukuhan Guru Besar UIN Sumatera Utara tahun 2026. Ini
merupakan tradisi yang amat sangat baik dan sejatinya memang
harus terus dipertahankan, malah ditingkatkan. Para guru besar
telah berupaya sekuat mungkin untuk mengumpulkan kembali
karya-karya tulisnya yang kemudian diterbitkan untuk bisa dibaca
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oleh kalangan yang lebih luas. Di antara guru besar ada pula yang
meminta karya-karya atau tulisan-tulisan dari kolega yang lain. Juga
opini-opini yang terkait dengan perjalanan intelektual Sang Guru
Besar. Ini sesungguhnya adalah upaya untuk merekam perjalanan
jejak akademik secara baik sehingga kita bisa bercermin apa yang
telah kita lakukan dan apa yang belum kita perbuat. Dengan
membaca jejak perjalanan akademik kita, kita akan memiliki
gambaran yang lebih jelas untuk menata atau mengukir prestasi
karya-karya akademik di masa depan.

Penting untuk diketahui, guru besar itu sesungguhnya adalah
jabatan akademik, bukan gelar. Berbeda dengan gelar Doktor yang
memang diperoleh dalam satu proses pendidikan yang berat.
Tetapi guru besar itu adalah jabatan akademik. Kepercayaan
negara terhadap seorang dosen yang telah memiliki kualifikasi
tertentu untuk diberikan jabatan guru besar. Kewenangan guru
besar memiliki hak untuk membimbing, menguji calon-calon
doktor, bahkan untuk calon-calon profesor. Tetapi, kapasitas
guru besar itu akan ditentukan oleh seberapa besar karya yang
dia lahirkan, buku yang dia terbitkan. Dan juga perkembangan
terakhir tidak lagi cukup hanya melahirkan karya, tidak lagi
cukup hanya menerbitkan, mempublikasikan artikel. Namun
hari ini dituntut lebih dari itu, apakah pemikiran-pemikiran para
guru besar itu memberi dampak kepada transformasi masyarakat
menuju kehidupannya yang lebih baik.

Hari ini, UIN Sumatera Utara akan mengukuhkan 14 guru besar
dalam bidang keilmuan yang berbeda-beda. Kita tidak ragu bahwa
Guru Besar UIN itu di samping memiliki kemampuan intelektual
yang sangat mumpuni, Guru Besar UIN juga memiliki jam terbang,
pengalaman, bersentuhan dengan masyarakat, merespon berbagai
persoalan yang dihadapi masyarakat, dan memberi jalan keluar
terbaik terhadap problematika, problematika kehidupan.

Tentu saja pimpinan UIN berharap dengan bertambahnya Guru
Besar UIN ini, semakin kuatlah posisi UIN Sumatera Utara sebagai
perguruan tinggi. Tapi justru yang lebih penting adalah kehadiran
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Guru Besar ini harus memperbesar, melipatgandakan kontribusi
UIN untuk kemaslahatan masyarakat.

Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada 14 Guru Besar atas
pengukuhannya, kepada para pembaca dapat mengambil pelajaran,

dapat bercermin dari karya-karya akademik seperti ini. Terima
kasih.

WASSALAMUALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUH

Medan, 07 April 2026
REKTOR UIN SU MEDAN
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KATA PENGANTAR

Ketua Panitia
Pengukuhan 14 Guru Besar

UIN Sumatera Utara Medan

Prof. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.
ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam,
atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya,
sehingga kita dapat menyelenggarakan acara
Pengukuhan 14 Guru Besar Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2026
dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan.
Shalawat serta salam semoga senantiasa

tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga,
sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman.

Pengukuhan Guru Besar merupakan momentum yang sangat
istimewa dalam perjalanan sebuah perguruan tinggi. Ia bukan
sekadar seremoni, melainkan peneguhan atas dedikasi panjang,
integritas akademik, serta kontribusi nyata para insan cendekia
dalam bidang ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat. Pada momen bersejarah ini, sebanyak 14 orang dosen
UIN Sumatera Utara Medan resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar
dalam berbagai disiplin ilmu, menandai kebangkitan baru semangat
keilmuan di lingkungan kampus kita.

Sebagai Ketua Panitia, saya merasa bersyukur dan berbangga
dapat menjadi bagian dari proses penyelenggaraan kegiatan besar
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ini. Seluruh rangkaian acara telah melalui kerja sama dan dukungan
dari berbagai unsur pimpinan universitas, fakultas, tenaga
kependidikan, mahasiswa, serta mitra eksternal—yang dengan
penuh keikhlasan memberikan tenaga, waktu, dan pikiran demi
kelancaran kegiatan. Semangat kebersamaan inilah yang menjadi
kekuatan utama keberhasilan acara pengukuhan ini.

Buku yang ada di tangan pembaca ini disusun sebagai bagian
dokumentasi akademik dari kegiatan pengukuhan Guru Besar UIN
Sumatera Utara Medan tahun 2026. Di dalamnya termuat biografi
singkat dan orasi ilmiah para Guru Besar yang dikukuhkan, yang
mencerminkan sumbangsih pemikiran dan karya ilmiah mereka
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam
konteks keilmuan Islam, sosial, dan sains modern. Diharapkan,
buku ini dapat menjadi inspirasi sekaligus referensi bagi sivitas
akademika dan masyarakat luas.

Kami meyakini bahwa kehadiran para Guru Besar baru ini akan
memperkuat posisi UIN Sumatera Utara sebagai perguruan tinggi
Islam yang unggul, berwawasan global, dan berakar kuat pada nilai-
nilai keislaman serta kearifan lokal. Semoga semangat keilmuan
yang mereka tunjukkan menjadi pendorong bagi generasi muda
dosen dan mahasiswa untuk terus berprestasi dan berkontribusi
dalam bidangnya masing-masing.

Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada seluruh
pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini
baik sebagai panitia, pendukung teknis, maupun pihak sponsor dan
mitra yang telah memberikan bantuan moril dan materil. Semoga
segala bentuk kontribusi tersebut dicatat sebagai amal baik dan
mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya, mari kita jadikan momentum pengukuhan ini bukan
hanya sebagai perayaan pencapaian akademik, tetapi juga sebagai
titik tolak untuk memperkuat komitmen keilmuan, integritas
moral, dan pengabdian kepada bangsa dan umat. Semoga Allah
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SWT senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, dan
bimbingan kepada kita semua dalam menunaikan amanah besar di
dunia pendidikan dan keilmuan.

WASSALAMUALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUH

Medan, 07 April 2026
KETUA PANITIA

Id

Y
Prof-Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.
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Alhamdulillah Rabb Alamin, puji syukur penulis panjatkan ke
hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya
sehingga buku yang berjudul “Ketahanan Keluarga Perspektif
Hukum Keluarga Islam Indonesia™ ini dapat diselesaikan dengan
baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi
Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang
istigamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Ketahanan keluarga merupakan salah satu isu penting dalam
kajian hukum keluarga Islam, terutama dalam menghadapi
berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi dalam
masyarakat modern. Keluarga sebagai institusi sosial dan keagamaan
memiliki peran strategis dalam membentuk nilai, moralitas, serta
stabilitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai
ketahanan keluarga tidak hanya relevan dari perspektif sosiologis,
tetapi juga memiliki dimensi normatif dan yuridis dalam kerangka
hukum keluarga Islam.

Dalam konteks Indonesia, diskursus tentang ketahanan
keluarga semakin mendapatkan perhatian, baik dalam kajian
akademik maupun dalam kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan
meningkatnya berbagai tantangan yang dihadapi oleh institusi
keluarga, seperti meningkatnya angka perceraian, perubahan pola
relasi dalam keluarga, serta pengaruh modernisasi dan globalisasi
terhadap nilai-nilai keluarga. Dalam situasi demikian, diperlukan
pendekatan yang komprehensif untuk memahami bagaimana
nilai-nilai keagamaan, praktik sosial, dan pemahaman hukum
keluarga Islam berperan dalam membangun dan mempertahankan
ketahanan keluarga.

Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia Xi



Buku ini secara khusus mengkaji ketahanan keluarga dalam
perspektif hukum keluarga Islam dengan mengambil studi pada
komunitas Jamaah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara. Komunitas
ini dipilih sebagai objek kajian karena memiliki karakteristik
keagamaan yang kuat serta praktik kehidupan keluarga yang
dipengaruhi oleh komitmen dakwah dan nilai-nilai religius yang
mereka anut. Melalui pendekatan akademik yang memadukan
perspektif normatif dan empiris, buku ini berupaya menganalisis
bagaimana konsep ketahanan keluarga dalam perspektif hukum
keluarga Islam di Indonesia, bagaimana implementasinya pada
kalangan Jama’ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara, bagaimana
doktrin dan aktivitas Jama’ah Tabligh dapat mempengaruhi
pembentukan ketahanan keluarga di kalangan Jama’ah Tabligh
di Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana kontribusi ketahanan
keluarga Jama’ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara terhadap
program ketahanan keluarga Nasional.

Penulis menyadari bahwa kajian mengenai ketahanan keluarga
dalam perspektif hukum keluarga Islam masih memerlukan
pengembangan yang lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu,
buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dalam
memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam
bidang hukum keluarga, sekaligus membuka ruang dialog akademik
mengenai relevansi nilai-nilai hukum Islam dalam menjawab
tantangan kehidupan keluarga di era kontemporer.

Dalam proses penulisan bukuini, penulis memperoleh dukungan
dari berbagai pihak, baik secara institusional maupun personal.
Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada kolega
akademis serta ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada
keluarga, kepada Ayah dan Omak, penulis doakan semoga Allah swt
selalu melindungi. Kepada bapak dan ibu mertua, penulis ucapkan
terima kasih atas doa-doa dan perhatiannya. Kepada enam saudari
penulis dan keluarganya, terimakasih atas kebersamaan kita selama
ini, hidup rukun dan damai dalam satu keluarga besar. Terkhusus
kepada istri penulis dr. Aunatika Lubis dan ketiga anak penulis,
Ayesha Shidgina Saragih, Muhammad Avisenna Siddiq Saragih dan
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Rugayya Shidqgina Saragih, penulis haturkan rasa terima kasih yang
terdalam. Kalianlah penyemangat utama bagi penulis, semoga kita
tetap dipersatukan Allah swt baik di dunia dan juga di akhirat nanti.
Terimakasih dan salam persaudaraan, penulis ucapkan kepada Syura
Jama’ah Tabligh Sumatera Utara, Para Ustaz dan Ulama, dan para
ahbab. Senang dan nikmat rasanya membersamai antum.

Penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat
bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang
hukum keluarga Islam, serta menjadi kontribusi akademik
dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga dalam kehidupan
masyarakat Muslim di Indonesia.

Tanjung Morawa, 17 Maret 2026
27 Ramadhan 1447

PENULIS,

Prof. Dr. Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag., M.Ag.
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Pada Agustus 2025, Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerjasama dengan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan buku yang berjudul
Penguatan Ketahanan Keluarga untuk Indonesia Emas 2045. Dalam buku
ini ditegaskan bahwa “ketahanan keluarga adalah fondasi ketahanan
nasional. Menariknya, dalam buku yang sama, juga dipaparkan
bahwa jumlah pernikahan cenderung mengalami penurunan sejak
tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak
1.967.978 pernikahan, kemudian menurun menjadi 1.780.346 pada
tahun 2020 atau turun sekitar 9,53%. Penurunan tersebut berlanjut
pada tahun 2021 menjadi 1.742.049 atau berkurang sekitar 2,15%,
dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 1.705.346 atau
turun sekitar 2,11%. Tren ini menunjukkan bahwa dalam kurun
waktu tiga tahun terakhir terjadi kecenderungan penurunan angka
pernikahan secara bertahap.

Sementara itu, angka perceraian menunjukkan pola yang
lebih fluktuatif. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 439.002 kasus
perceraian, kemudian menurun tajam pada tahun 2020 menjadi
291.667 atau turun sekitar 33,56%. Namun setelah itu angka
perceraian justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Padatahun 2021 jumlah perceraian meningkat menjadi 447.743 atau
naik sekitar 53,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan
tersebut kembali terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 516.344
kasus atau bertambah sekitar 15,32%. Kondisi ini menunjukkan
bahwa meskipun angka pernikahan mengalami penurunan, angka
perceraian justru sempat meningkat secara cukup signifikan setelah
tahun 2020.

Meningkatnya kasus perceraian yang tidak berbanding
proporsional dengan angka pernikahan menunjukkan adanya
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persoalan serius terkait ketahanan keluarga di Indonesia. Fenomena
tersebut mengindikasikan bahwa stabilitas rumah tangga dalam
masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak
sederhana. Namun demikian, jika persoalan ini ditarik kembali
ke hulu, perceraian pada dasarnya bukanlah peristiwa yang terjadi
tanpa sebab. Perceraian merupakan akumulasi dari berbagai
persoalan yang berlangsung dalam relasi rumah tangga dalam
jangka waktu tertentu.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya terdapat
delapan faktor utama penyebab perceraian. Misalnya pada tahun
2019, faktor terbesar adalah perselisihan dan pertengkaran yang
mencapai 46,6%. Selanjutnya diikuti oleh persoalan ekonomi
sebesar 28,2%, meninggalkan pasangan sebesar 18,2%, kekerasan
dalam rumah tangga sebesar 2,1%, serta perilaku seperti mabuk,
penyalahgunaan narkotika, perjudian, dan perzinaan yang juga
mencapai 2,1%. Faktor lain yang relatif kecil antara lain poligami
sebesar 0,3%, kawin paksa sebesar 0,2%, serta faktor lainnya
sebesar 2,2%.

Kondisi tersebut jelas menunjukkan bahwa ketahanan keluarga
di Indonesia masih berada dalam kondisi yang rentan. Ketika
angka perceraian meningkat sementara angka pernikahan justru
mengalami penurunan, hal ini menandakan bahwa stabilitas rumah
tangga dalam masyarakat menghadapi berbagai tekanan yang tidak
sederhana. Kerentanan tersebut tentu tidak hanya berdampak pada
kehidupan privat dalam lingkup keluarga, tetapi juga berpotensi
memengaruhi stabilitas sosial secara lebih luas. Dalam perspektif
pembangunan nasional, kondisi ini patut menjadi perhatian serius
karena keluarga merupakan pondasi utama dalam pembentukan
kualitas sumber daya manusia dan kohesi sosial masyarakat. Oleh
karena itu, lemahnya ketahanan keluarga pada akhirnya dapat
menjadi ancaman yang nyata bagi ketahanan nasional apabila tidak
direspons melalui berbagai upaya penguatan institusi keluarga
secara sistematis dan berkelanjutan.
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Sejatinya, di Indonesia diskursus mengenai ketahanan
keluarga telah lama menjadi perhatian serius dari berbagai elemen
masyarakat. Isu ini tidak hanya mendapat perhatian dari kalangan
pemerintah, tetapi juga menjadi bahan pembahasan di lingkungan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta di kalangan
akademisi dan intelektual dari berbagai disiplin ilmu. Hal tersebut
menunjukkan bahwa ketahanan keluarga sejak lama dipandang
sebagai isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan kehidupan
domestik, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap
stabilitas sosial, pembangunan masyarakat, dan keberlangsungan
kehidupan berbangsa

Kalau kita kembali ke belakang, pada tahun 2009, pemerintah
telah mengesahkan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang
didalamnya ada mengatur tentang ketahanan keluarga. Di dalam
UU tersebut dijelaskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan
keluarga diartikan dengan kondisi keluarga yang memiliki keuletan
dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil
guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya
untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan
kebahagiaan lahir dan batin.! Pada BAB VII tentang Pembangunan
Keluarga dijelaskan pula bahwa pemerintah dan pemerintah
daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui
pembinaan ketahanan keluarga melalui pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga.? Pola pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga dilakukan dengan cara peningkatan
kualitas anak, peningkatan kualitas remaja, peningkatan kualitas
hidup lansia agar tetap produktif, pemberdayaan keluarga rentan,
peningkatan kualitas lingkungan keluarga, peningkatan akses dan
peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi
melalui usaha mikro keluarga, pengembangan cara inovatif untuk

' Pasal 1 ayat 11 Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga.

2 Pasal 47 UU No 52 Tahun 2009

Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia 3



memberikan bantuan bagi keluarga miskin dan penyelenggaraan
upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang
berperan sebagai kepala rumah tangga.?

Seiring dengan bergantinya waktu, UU No. 52 Tahun 2009
ini dinilai belum berjalan efektif disebabkan ternyata mayoritas
keluarga Indonesia belum sejahtera. Di antara alasan masih
tingginya persoalan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
dikarenakan kebijakan keluarga yang kurang serius. Program
ketahanan keluarga dilaksanakan sebatas pelengkap program lain.
Badan kependudukan dan keluarga berencana Nasional (BKKBN)
sebagai salah satu lembaga yang menjalankan program ketahanan
keluarga meletakkannya sebagai pendukung program Keluarga
Berencana (KB). Program ketahanan keluarga ini dinilai masih
membutuhkan kebijakan yang teraplikasi dengan baik.*

Persoalan ketahanan keluarga ini terus bergulir di kalangan
masyarakat Indonesia, yang juga telah menjadi perhatian bagi
anggota DPR. Untuk memperkuat ketahanan keluarga rakyat
Indonesia yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan nasional,
sebagian anggota DPR telah mengajukan suatu usulan Rancangan
Undang-undang (RUU) tentang Ketahanan Keluarga masuk pada
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024.° RUU
tentang Ketahanan Keluarga ini diusulkan oleh Hj. Ledia Hanifa, S.
Si, M. Psi.T, Dr. Hj. Netty Prastiyani, S. S, M. Si (FPKS), Hj. Endang
Maria Astuti, S. Ag, SH, MH (FPGK), Dr.Ir. H. Sodik Mudjahid, M.
Sc (FPGIR), dan Dr. M. Ali Taher, SH, M. Hum (FPAN).

Inisiator RUU Ketahanan Keluarga, Netty Prasetiyani
mengungkapkan alasan RUU tersebut diusulkan karena para
inisiator memandang masih banyak keluarga di Indonesia belum
sampai pada tingkat sejahtera, dengan adanya RUU Ketahanan

% Pasal 48 UU No. 52 Tahun 2009

4 Amany Lubis, “Ketahanan Keluarga dalam Legislasi Nasional dan Konvensi Internasional,” dalam Amany
Lubis, et.al., Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), h. 195.

° Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, “RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas”,
diakses 25 Februari 2021 dari https:/www.dpr.go.id/berita/detail/id/26773/t/RUU+Ketahanan+Keluarga+
Diusulkan+Masuk+Prolegnas+Prioritas#:~:text=Tiga%20Anggota%20DPR%20RI%20dari,Prolegnas)%20Tahun%20
2020%2D2024.
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Keluarga, maka akan menjadi jalan mewujudkan keluarga ideal.
Kemudian, inisiator lain Sodik Mujahid menambahkan bahwa
semangat RUU ini adalah sebagai perlindungan keluarga dan
ketahanan keluarga yang bermutu. Isi RUU tersebut mengatur
ketentuan-ketentuan tentang perkawinan, kehidupan berkeluarga,
hak asuh dan sebagainya.®

RUU Ketahanan Keluarga ini terdiri dari XV bab 146 Pasal. Yang
dimaksud dengan ketahanan keluarga dalam RUU ini adalah kondisi
dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non
fisik dan mengelola masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan
yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam
mewujudkan ketahanan nasional.” Sementara kerentanan keluarga
adalah suatu kondisi atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh
faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses-proses
tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan
keluarga dalam menghadapi permasalahan dan gangguan dalam
menjalankan fungsinya.® RUU ini mengatur bahwa penyelenggaraan
ketahanan keluarga dilaksanakan melalui: a) penunaian kewajiban
dan pemenuhan hak keluarga dan b) pemenuhan aspek ketahanan
keluarga. Pemenuhan aspek ketahanan keluarga tersebut meliputi
ketahanan fisik, ketahanan sosial budaya, ketahanan ekonomi dan
ketahanan sosio-psikologis.’

Sementara itu, di kalangan intelektual dan para akademisi,
kajian ketahanan keluarga ini juga telah menjadi isu yang hangat
dan selalu dibicarakan melalui berbagai pendekatan. Banyak tulisan
yang telah dibuat berkaitan dengan ketahanan keluarga baik dari
perspektif sosial, ekonomi, budaya, psikologi dan hukum yang
menjadi indikator tentang pentingnya sebuah keluarga untuk

¢ Lihat Merdeka .com,’Inisiator Ungkap Alasan RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan di DPR”, diakses 26
Februari 2021 dari, https://www.merdeka.com/politik/inisiator-ungkap-alasan-ruu-ketahanan-keluarga-diusulkan-di-
dpr.html.

7 RUU Ketahanan Keluarga Pasal 1 ayat (2)
8 RUU Ketahanan Keluarga Pasal 1 ayat (5)
9 RUU Ketahanan Keluarga Pasal 14 ayat (1) dan (2).
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mempertahankan keutuhan rumah tangganya dari setiap goncangan
dari segala aspek. °

Dalam perspektif sosiologi, dijelaskan bahwa keluarga
merupakan gabungan dua individu atau lebih yang eksistensinya
dianggap urgen sebagai wujud dari karakteristik manusia yang
disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa
memisahkan eksistensinya dari kehidupan orang lain dan hidup
sendiri. Manusia berhajat hidup bersama dan berkelompok, saling
memberi dan korespondensi satu sama lain. Keluarga merupakan
kelompok terkecil dalam masyarakat, keberadaannya senantiasa
mesti dipertahankan dan menjadi fokus kajian sebagai satu
komunitas paling kecil. Ilmu sosiologi menjadikan keluarga sebagai
institusi sosial yang urgen dipertahankan dari aspek definisi,
bentuk, fungsi dan perluasannya dalam mewujudkan masyarakat,
bangsa serta negara.!!

Dalam perspektif ekonomi, ketahanan keluarga juga memiliki
hubungan yang sangat kuat dengan kehidupan ekonomi keluarga.
Sebuah keluarga tentunya membutuhkan kebutuhan materil yang
bersifat ekonomis untuk menopang kehidupan nafkah sehari-
hari. Di Indonesia, problem kualitas penduduk yang ada muncul
dari masih rendahnya taraf pendidikan dan mutu sumber daya
manusia, minimnya tingkat kesehatan, sehingga akhirnya menuju
pada rendahnya income perkapita warganya. Masalah-masalah yang
muncul di antaranya ialah peluang mengenyam pendidikan, taraf
kesehatan masyarakat dan ekonomi keluarga.'?

10 Di antara tulisan-tulisan yang dimuat di berbagai Jurnal berkaitan tentang ketahanan keluarga dari berbagai
perspektif adalah sebagai berikut. Froma Walsh, seorang ahli terkemuka dalam bidang ketahanan keluarga dari The
University of Chicago, menulis A Family Resilience Framework: Innovative Practice Applications yang menjelaskan
tentang kerangka ketahanan keluarga berdasarkan penelitian, dikembangkan sebagai peta konseptual untuk
memandu intervensi klinis dan upaya pencegahan dengan keluarga yang rentan. Lihat Walsh, “A Family Resilience
Framework: Innovative Practice Applications, “ dalam Family Relations, 2002 ,51, h. 130-137. Abraham P Greeff
dan Carien Du Toit menulis Resilience in Remarried Families yang mengidentifikasi faktor-faktor ketahanan yang
memungkinkan keluarga yang menikah lagi untuk bertahan dan bangkit dalam menghadapi segala permasalahan
keluarga. Lihat Abraham P Greeff dan Carien Du Toit,'Resilience in Remarried Families,” dalam The American Journal
of Family Therapy, 2009, 37, h. 114-126. Kemudian Kristin Hadfield dan Michael Ungar menulis Family Resilience:
Emerging Trends in Theory and Practice yang memaparkan tentang munculnya trend kajian ketahanan keluarga baik
secara teori maupun praktik di dunia ilmu pengetahuan modern. Lihat Kristin Hadfield dan Michael Ungar,” Family
Resilience: Emerging Trends in Theory and Practice,” dalam Journal of Family Social Work, 2018, 21;2, h. 81-84.

" Husmiaty Hasyim,” Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi’ dalam Lubis, ketahanan keluarga, h. 16
2 Amany Lubis dan Baumasita Mattajawi, “Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Islam’, dalam /bid, h. 105-106.
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Selanjutnya, ketahanan keluarga sangat berhubungan dengan
kajian-kajian ilmu psikologi. Setiap keluarga pasti memiliki problem
dan stress. Menurut Mccubbin dan Mc Cubbin, stressor merupakan
tiap tuntutan yang ada pada keluarga yang kemudian menciptakan
potensi perubahan pada struktur keluarga. Patterson menambahkan
seiring berkembangnya konsep ketahanan keluarga, konsentrasinya
bergeser dari pengenalan faktor kepribadian individu kepada efek
penting relasi positif dengan keluarga. Ketahanan keluarga itu
sendiri adalah hasil dari hubungan keluarga. Sementara Black dan
Lobo menjelaskan perspektif ketahanan keluarga ialah mengetahui
kekuatan orang tua, gerak keluarga, relasi timbal balik yang ada
dalam keluarga serta lingkungannya.'

Dalam perspektif hukum, diskursus ketahanan keluarga
ini menjadi ranah hukum privat (perdata) karena menyangkut
hubungan antar pribadi (person) yang ada di dalam keluarga
tersebut.'* Dalam kajian ilmu hukum Islam, persoalan keluarga dan
hal-hal yang berhubungan dengannya masuk ke dalam ranah kajian
hukum perdata Islam'® atau yang belakangan mengerucut kepada
kajian hukum keluarga Islam (al-Ahwal as-Syakhsiyyah).'® Buku ini
selanjutnya akan mencoba mendeskripsikan konsep ketahanan
keluarga dalam perspektif hukum Keluarga Islam di Indonesia.'”

¥ |ke Herdiana, “Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi dan Riset,"Proceeding National Conference Psikologi,
UMG, 2018, h. 6.

]stilah hukum perdata dimaknai dengan semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan relasi hukum di antara
satu individu dengan individu lainnya atau antara individu dengan lembaga tertentu. Secara sederhana dapat diartikan
bahwa hukum perdata itu adalah hukum tentang person atau warga yang mengandung unsur hak dan kewajiban. Lihat
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. Ill, 2000), h. 1.

S Hukum perdata Islam dapat dimaknai dengan norma hukum yang mengatur tentang hukum perkawinan
(munakahat), hukum kewarisan (wirasah atau faraid) dan juga norma hukum tentang hal ihwal benda dan hak
atas benda dan transaksi yang bersifat kebendaan seperti jual beli, simpan meminjam dan lain-lain. Zainuddin Ali,
Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.

16 Dalam tradisi hukum Islam, istilah hukum keluarga Islam disebut dengan al-Ahwal al-Syakhsiyah yang terdiri
dari kata ahwal berarti keadaan dan syakhsiyah yang berarti pribadi atau perseorangan. Terkadang istilah ini
disebut juga Nidham al-Usrah, peraturan rumah tangga. Menurut Wahbah az-Zuhailiy, al-ahwal as-syakhsiyah atau
hukum keluarga ialah hukum mengenai relasi seseorang dengan keluarganya, bermula dari perkawinan sampai
berakhirnya perkawinan seperti nikah, talak, nasab, nafkah dan kewarisan. Dalam konteks keindonesiaan, istilah
ini tidak hanya disebut hukum keluarga Islam, tetapi juga hukum perkawinan atau hukum perorangan yang dalam
istilah Inggris disebut family law atau personal law. Lihat Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum
Keluarga (Perdata) Islam Indonesia (Yogyakarta: ACAdeMIA Tazaffa, 2010), h. 5 dan Wahbah al-Zuhailiy, al-Figh
al-Islam wa Adillatuhu, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 19.

7 Hukum keluarga Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan hukum keluarga sebagaimana yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya. Lihat Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia
(Jakarta: Kencana, 2017), h. 12-13. Namun walaupun demikian, fikih hukum keluarga sebagaimana yang ada dalam
kajian al-ahwal as-syakhsiyyah juga tidak bisa dilepaskan, mengingat hukum fikih ini juga merupakan sumber
hukum tidak tertulis (unwritten law).
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Berbicara tentang ketahanan keluarga dalam perspektif hukum
keluarga Islam di Indonesia, tidak terlepas dari tujuan dibentuknya
sebuah lembaga perkawinan sebagai awal pembentukan keluarga
itu sendiri. Lembaga perkawinan dibentuk bukan saja untuk
memenuhi unsur-unsur legalitas saja, tetapi memiliki makna
filosofi yang luhur dan mesti menjadi perhatian semua kalangan.
Dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ditegaskan bahwa
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.'® Maksud kata batin dalam perkawinan
ialah bahwa di dalam batin suami dan isteri tersebut memiliki niat
yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri
dengan maksud membangun dan membina keluarga bahagia dan
kekal.’ Pada Penjelasan UU dijelaskan bahwa sebuah perkawinan
memiliki relevansi yang erat dengan aspek agama atau sisi
kerohanian. Hal ini didasarkan kepada bahwa Indonesia merupakan
negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya itu adalah
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan itu tidak
saja memiliki hubungan dengan aspek lahiriyah atau jasmani saja,
akan tetapi aspek batin juga memiliki peranan yang sangat urgen.
Kemudian.?® Dari Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan Penjelasannya
dapat ditarik kesimpulan bahwa; 1) perkawinan adalah berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk dan membina keluarga (rumah tangga) yang kekal
dan bahagia dan mendapat keturunan yang dipelihara dan dididik
dengan baik.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2
ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk
mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.
Pada pasal 3 kemudian disebutkan perkawinan bertujuan untuk

'8 Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1® Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan
Hukum Perdata (BW)(Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), h. 12-13.

20 Penjelasan Undang-undang pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah.?! Dari redaksi kalimat yang ada pada Pasal 2 dan 3 KHI
tersebut dapat dipahami bahwa sebuah perkawinan yang dibentuk
sepasang suami isteri muslim merupakan satu akad yang kuat, tidak
main-main, yang tujuannnya adalah untuk melaksanakan ibadah,
karena pernikahan juga merupakan salah satu bagian dari sunnah
Rasulullah saw. Di samping itu, perkawinan juga dibentuk untuk
menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tenteram),
mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi).
Sebenarnya kehidupan keluarga yang tentram, harmonis penuh cinta
kasih antara suami isteri dan juga kepada anak-anak, merupakan
bentuk ideal dari sebuah rumah tangga yang resilien (tahan uji).

Untuk mewujudkan rumah tangga yang resilien tersebut, baik
UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI telah menetapkan seperangkat
peraturan hukum yang berhubungan dengan kehidupan rumah
tangga ini mulai dari awal pembentukannya dan upaya-upaya
untuk mempertahankan rumah tangga tersebut yang dapat
kita lihat dalam bunyi pasal demi pasal yang terdapat di dalam
kedua peraturan tersebut. Sebelum melangsungkan perkawinan,
sebaiknya kedua calon mempelai dianjurkan untuk melaksanakan
peminangan yaitu kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan
perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. (Pasal
1.a. KHI). Peminangan ini sangat penting dilaksanakan agar calon
pengantin lebih mengenal karakter dan sifat masing-masing lebih
dekat sehingga dapat menyesuaikan diri antara satu sama lainnya.
Karena bagaimanapun, mereka nanti akan hidup bersama dalam
waktu yang cukup lama yang tentunya ada saja masalah-masalah
yang timbul disebabkan oleh karakter yang berbeda ini.

Sebelum melangsungkan perkawinan, kedua pasang mesti siap
secara fisik dan mental. Pada Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974
ditegaskan, salah satu prinsip UU ini adalah bahwa calon suami-
isteri harus telah matang jiwa raganya Ketika hendak melaksanakan
perkawinan. Hal ini ditegaskan dengan alasan agar mereka dapat
menciptakan tujuan perkawinan dengan baik, memiliki anak dan

2 Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam
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keturunan yang sehat dan baik serta tidak mengalami perceraian.
Karena itulah, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih
di bawah umur mesti dicegah.?? Usia perkawinan yang ideal untuk
melangsungkan perkawinan pada awalnya bagi laki-laki berusia 19
tahun dan bagi wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun
1974 dan Pasal 15 ayat 1 KHI), yang kemudian diubah menjadi
baik laki-laki dan wanita meski berusia 19 tahun sebagaimana yang
ditetapkan oleh UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan pencatatan
perkawinan, yang sebelumnya tidak dikenal dalam fikih Islam,
juga merupakan salah satu cara membentengi lembaga perkawinan
menjadi lebih kuat di mata hukum dan menimbulkan rasa nyaman
bagi pasangan pengantin terutama bagi wanita (Pasal 2 ayat 2
UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 KHI). Perkawinan
yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam
masyarakat sering kita jumpa permasalahan yang sulit dipecahkan
yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah tangan (tidak dicatat).

Sebagai akibat dari terbentuknya sebuah rumah tangga,
menimbulkan konsekwensi lahirnya apa yang disebut dengan hak
dan kewajiban suami isteri dan juga kewajiban orang tua terhadap
anak-anaknya. Apa yang menjadi kewajiban suami mesti diketahui
dan dijalankan oleh isteri demikian pula sebaliknya. Pengabaian
hak dan kewajiban ini sangat rentan sekali menimbulkan konfilk
rumah tangga yang mengakibatkan turbulensi terhadap ketahanan
keluarga. Untuk itu, baik UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI mengatur
begitu jelas tentang hak dan kewajiban suami isteri ini demikian
pula kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam UU No. 1 Tahun
1974, secara eksplisit dijelaskan hal-hal yang menjadi hak dan
kewajiban suami isteri (Pasal 30-34). Di antara ketentuan yang
dijelaskan adalah bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur
untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari
susunan masyarakat (Pasal 30). Hak dan kedudukan isteri adalah
seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan
rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

22 Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Penjelasan Umum poin 4d.

10



(Pasal 31 ayat 1). Kemudian, suami wajib melindungi isterinya dan
memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuannya. Sebaliknya, isteri wajib mengatur urusan
rumah tangga sebaik-baiknya. Bila suami atau isteri melalaikan
kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada
Pengadilan. (Pasal 34 ayat 1, 2 dan 3). Sementara itu, kewajiban
orang tua terhadap anak-anaknya diatur pada pasal 45 sampai 49.
Di antara kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya dan kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin
atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45 ayat 1 dan 2).

KHI mengatur kewajiban suami isteri pada bab XII Pasal
77 sampai 84. Pada Pasal 80 dipaparkan dengan jelas tentang
kewajiban seorang suami yang diantaranya adalah; pertama, bahwa
suami merupakan pembimbing bagi isteri dan rumah tangganya,
namun berkenaan dengan hal ihwal rumah tangga yang dianggap
penting diputuskan secara bersama-sama. Kedua, seorang suami
wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup
berumah tangga yang disesuaikan dengan kemampuannya. Ketiga,
suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya
dan memberikannya kesempatan belajar yang dapat bermanfaat
terhadap agama, nusa dan bangsa. Keempat, bahwa suami wajib
menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah
tangga, biaya pengobatan bagi isteri dan anak-anaknya.

Kemudian sebagi seorang isteri juga ditetapkan apa-apa yang
menjadi kewajibannya sebagaimana yang tertera ada Pasal 83 dan 84
KHI. Pertama, kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir
dan batin kepada suami sepanjang yang dibenarkan oleh hukum
Islam. Kedua, Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan
rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam pantauan penulis, sebenarnya masih banyak lagi pasal-
pasal yang ada baik dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI yang
mengatur tentang hukum keluarga Islam dengan tujuan agar sebuah
perkawinan benar-benar dapat berlangsung lama, tahan uji dari
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setiap permasalahan dan terhindar dari hari hal-hal yang merusak
ketahanan dalam rumah tangga.

Sebenarnya, bagaimanayang disebut dengan ketahanan keluarga
dan apa saja indikator yang dapat dijadikan pegangan bahwa sebuah
keluarga itu disebut resilien (tahan). Menurut Peraturan Menteri
PPPA No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan
Keluarga ditegaskan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan
keluarga itu meliputi; (1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga,
(2) ketahanan fisik, (3) ketahanan ekonomi, (4) ketahanan sosial
psikologi dan (5) ketahanan sosial budaya. KPPPA juga merumuskan
ciri-ciri atau indikator ketahanan keluarga tersebut yang terbagi
ke dalam lima dimensi tersebut.?* Yang menarik untuk dicermati
adalah berkenaan dengan ketahanan keluarga dari aspek legalitas
dan keutuhan keluarga. Disebutkan bahwa yang menjadi indikator
dari dimensi ini adalah; adanya legalitas perkawinan suami isteri
yang dibuktikan adanya akta nikah, legalitas anak dibuktikan
dengan akta kelahiran dan keutuhan keluarga dibuktikan dengan
hidup bersama dalam jalinan keluarga.?® Dengan demikian, secara
legalitas dan keutuhan rumah tangga, keluarga yang resilien itu
adalah keluarga yang secara hukum perkawinannya sah (legal)
berdasarkan peraturan perundang-undangan, mereka memiliki anak
anak yang sah yang ditunjukkan dengan adanya akte kelahiran dan
yang yang terpenting adalah keluarga tersebut masih utuh, tidak
bercerai, mereka hidup dan tinggal bersama dalam ikatan keluarga.

2 Ketentuan pencegahan dan pembatalan perkawinan, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan
berupa taklik talak dan perjanjian harta benda dan ketentuan poligami yang memiliki alasan dan syarat tertentu
yang semuanya ada diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, bila dicermati memiliki
keterhubungan dengan upaya mewujudkan tujuan perkawinan yakni menciptakan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, wa rahmah dan resilien sepanjang masa.

2 Kementarian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, Katalog
Pembangunan, h. 9.

% Setidaknya ada 30 indikator yang digunakan dalam memotret ketahanan keluarga dari berbagai aspek
meliputi legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi,
ketahanan sosial budaya dan kemitraan gender. Dari aspek ketahanan fisik misalnya yang menjadi indikatornya
adalah apakah dalam keluarga tersebut makan lengkap minimal dua kali sehari bagi seluruh anggota keluarga.
kemudian aspek ketahanan ekonomi indikatornya adalah apakah keluarga tersebut memiliki rumah sendiri
dan berpenghasilan tetap perbulan minimal sesuai UMR. Sementara indikator ketahanan sosial psikologi dan
sosial budaya di antaranya adalah apakah terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan apakah anggota
keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Lihat Herien Puspitawati, Tin Herawati dan Atika
Rahma, Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan
Gender dan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara” (Laporan Telaahan, KemenPPPA RI
dan LPPM IPB, 2016), h. 17-23.
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Akan tetapi, dalam realisasinya, tidak semua lembaga
perkawinan yang dibangun oleh sepasang suami dan istri mampu
mewujudkan tujuan yang dikehendaki oleh hukum keluarga Islam
maupun oleh program penguatan ketahanan keluarga nasional.
Dalam praktiknya, sebuah perkawinan dapat saja berakhir dalam
hitungan hari, bulan, atau beberapa tahun akibat berbagai faktor
dan kondisi yang memengaruhi relasi rumah tangga. Fenomena
tersebut menunjukkan bahwa idealitas perkawinan sebagai institusi
yang diharapkan mampu menciptakan keluarga yang stabil dan
harmonis tidak selalu sejalan dengan kenyataan sosial yang terjadi
di masyarakat. Bahkan, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian
awal pembahasan, hingga saat ini angka perceraian di Indonesia
masih tergolong tinggi dan tidak berbanding proporsional dengan
angka pernikahan yang justru cenderung mengalami penurunan.
Kondisi ini semakin menegaskan bahwa, lagi-lagi persoalan
ketahanan keluarga masih menjadi tantangan serius dalam
kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tahun 2022 penulis
melakukan penelitian yang kemudian disusun dalam bentuk
disertasi dengan judul “Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum
Keluarga Islam (Studi pada Jama’ah Tabligh di Provinsi Sumatera
Utara).” Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi
akademik terhadap pengembangan kajian ketahanan keluarga dari
sudut pandang hukum keluarga Islam.

Maka, sebagian besar data, analisis, dan temuan vyang
disajikan dalam buku ini bersumber dari disertasi penulis tersebut.
Agar hasil penelitian ini tidak hanya terbatas pada lingkungan
akademik yang relatif terbatas, penulis memandang perlu untuk
mempublikasikannya dalam bentuk buku. Dengan penerbitan ini,
diharapkan gagasan, temuan, serta analisis yang terdapat dalam
penelitian tersebut dapat menjangkau pembaca yang lebih luas,
tidak hanya kalangan akademisi, tetapi juga masyarakat umum
yang memiliki perhatian terhadap isu-isu ketahanan keluarga dan
kajian hukum keluarga Islam.
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Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: mengapa penulis
memilih keluarga Jama’ah Tabligh sebagai subjek penelitian
dalam kajian ketahanan keluarga? Pertanyaan ini menjadi penting
mengingat selama ini komunitas tersebut kerap menjadi objek
berbagai penilaian dan stigma sosial di tengah masyarakat. Dalam
sejumlah diskursus publik, keluarga anggota Jamaah Tabligh sering
dipersepsikan sebagai keluarga yang rentan, terutama karena
metode dakwah yang mereka jalankan menuntut komitmen waktu
yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penelitian mengenai ketahanan
keluarga dalam komunitas ini menjadi relevan untuk memberikan
gambaran yang lebih objektif dan berbasis data empiris.

Kontra-Naratif Terhadap Stigma Jama’ah Tabligh

Stigma atau pandangan negatif terhadap Jamaah Tabligh pada
umumnya berakar dari metode dakwah mereka yang dikenal dengan
istilah khuryj fi sabilillah, yaitu kegiatan keluar untuk berdakwah
dalam jangka waktu tertentu. Aktivitas dakwah ini biasanya
dilakukan selama tiga hari, empat puluh hari, bahkan hingga empat
bulan. Bagi sebagian masyarakat, praktik tersebut dipandang
sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab keluarga,
khususnya dalam hal pemenuhan nafkah, pengasuhan anak, serta
kehadiran suami dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya, tidak
sedikit pihak yang beranggapan bahwa keluarga Jamaah Tabligh
merupakan keluarga yang paling rentan terhadap konflik rumah
tangga, bahkan dianggap tidak memiliki daya tahan keluarga yang
memadai.

Pandangan tersebut pada akhirnya membentuk stereotip
sosial bahwa aktivitas dakwah yang intensif dapat menjadi sumber
permasalahan dalam keluarga. Dalam perspektifini, kepergian suami
dalam waktu yang relatif lama dianggap berpotensi menimbulkan
ketidakseimbangan dalam pembagian peran domestik, tekanan
ekonomi keluarga, serta berkurangnya interaksi emosional antara
anggota keluarga. Oleh karena itu, muncul anggapan bahwa
keluarga Jamaah Tabligh memiliki potensi kerentanan yang lebih
besar dibandingkan dengan keluarga Muslim pada umumnya.

Namun demikian, temuan penelitian yang dilakukan penulis
justru menunjukkan fakta yang berbeda dari stigma yang
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berkembang di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian terhadap
keluarga Jamaah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara, implementasi
ketahanan keluarga dalam komunitas ini berada pada kategori yang
sangat baik, bahkan dapat dikatakan tangguh dan tidak rentan.
Kondisi ini tetap terjaga meskipun para anggota Jamaah Tabligh
secara rutin melaksanakan aktivitas dakwah seperti khuruj, yang
secara teoritis dapat memunculkan potensi turbulensi dalam
kehidupan rumah tangga.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata
pemenuhan lima dimensi ketahanan keluarga dari 60 responden
keluarga Jamaah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara berada
pada kategori yang sangat tinggi. Dimensi landasan legalitas dan
keutuhan rumah tangga mencapai 93,33%. Dimensi ketahanan fisik
keluarga mencapai 92,91%. Dimensi ketahanan ekonomi keluarga
berada pada angka 82,61%. Sementara itu, dimensi ketahanan sosial
psikologis keluarga mencapai 93,88%, dan dimensi ketahanan
sosial budaya keluarga mencapai 92,22%. Apabila keseluruhan
persentase tersebut dikonversikan berdasarkan Rintisan Indeks
Ketahanan Keluarga (R-IKK), maka rata-rata tingkat pemenuhan
ketahanan keluarga pada kelima dimensi tersebut berada dalam
kategori sangat tinggi.

Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas dakwah yang
dijalankan oleh anggota Jamaah Tabligh tidak serta-merta
menyebabkan melemahnya ketahanan keluarga. Sebaliknya,
keluarga dalam komunitas ini justru mampu mengelola berbagai
potensi permasalahan yang muncul akibat aktivitas dakwah
tersebut dengan cukup baik. Kegiatan khuruj dan aktivitas dakwah
lainnya yang secara teoritis dapat menimbulkan persoalan dalam
aspek hukum, ekonomi, sosial, maupun budaya keluarga ternyata
dapat dihadapi dengan mekanisme internal yang relatif stabil.
Dengan kata lain, kewajiban melaksanakan dakwah di satu sisi,
serta kewajiban yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga di
sisi lain, dapat dijalankan secara seimbang.

Lebih jauh lagi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
ketahanan keluarga dalam komunitas Jamaah Tabligh berkaitan
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erat dengan implementasi berbagai ketentuan dalam hukum
keluarga Islam. Sejumlah aspek penting dalam hukum keluarga
Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam tampak
terimplementasi dengan baik dalam kehidupan keluarga anggota
Jamaah Tabligh. Hal ini terlihat antara lain dalam praktik pencatatan
perkawinan, pengakuan terhadap kedudukan anak, pemenuhan
kewajiban orang tua terhadap anak, pelaksanaan hak dan kewajiban
antara suami dan istri, serta pengelolaan harta dalam perkawinan
sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum tersebut maupun
dalam literatur fikih.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga
Jamaah Tabligh tidak dapat secara sederhana dipahami melalui
stigma yang berkembang di masyarakat. Realitas empiris justru
memperlihatkan bahwa keluarga dalam komunitas ini memiliki
mekanisme internal yang relatif kuat dalam menjaga stabilitas
rumah tangga. Oleh karena itu, kajian terhadap keluarga Jamaah
Tabligh menjadi penting untuk memperkaya perspektif dalam studi
ketahanan keluarga, khususnya dalam kerangka hukum keluarga
Islam.

Dalam buku ini, penulis juga berupaya memaparkan secara lebih
mendalam keterkaitan antara doktrin keagamaan, pola aktivitas
dakwah, serta dinamika kehidupan keluarga dalam komunitas
Jamaah Tabligh. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan
gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana nilai-
nilai keagamaan, praktik dakwah, dan struktur relasi keluarga
berinteraksi dalam membentuk ketahanan keluarga. Dengan
demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan diskursus ketahanan keluarga dalam
perspektif hukum keluarga Islam, sekaligus membuka ruang bagi
pemahaman yang lebih objektif terhadap dinamika keluarga dalam
komunitas Jamaah Tabligh.

Metode, Teori, dan Persoalan Normatif

Penelitian yang menjadi dasar penulisan buku ini dilaksanakan
di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan jenis penelitian
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hukum empiris (empirical legal research). Pendekatan ini dipilih karena
penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis
dalam peraturan perundang-undangan atau doktrin fikih, tetapi
juga menelaah bagaimana norma-norma tersebut dipraktekkan dan
diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya
dalam kehidupan keluarga Jamaah Tabligh. Dengan demikian,
hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif,
melainkan juga sebagai fenomena sosial yang hidup, dipraktikkan,
serta dipengaruhi oleh dinamika budaya, psikologis, dan struktur
sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengombinasikan
beberapa pendekatan interdisipliner yang saling melengkapi.

Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi
hukum (legal sociological approach). Pendekatan ini digunakan
untuk memahami hubungan antara norma hukum keluarga Islam
dengan praktik kehidupan rumah tangga Jamaah Tabligh. Melalui
pendekatan ini, peneliti berusaha melihat bagaimana aturan-aturan
yang terdapat dalam hukum keluarga Islam baik yang tertuang dalam
peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun
dalam doktrin fikih—diimplementasikan dalam kehidupan keluarga
para anggota Jamaah Tabligh. Pendekatan sosiologi hukum juga
membantu menjelaskan bagaimana praktik dakwah seperti khuruj fi
sabilillah berinteraksi dengan kewajiban keluarga, serta bagaimana
komunitas tersebut membangun mekanisme sosial untuk menjaga
keseimbangan antara aktivitas dakwah dan tanggung jawab rumah
tangga.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi
hukum (legal anthropological approach). Pendekatan ini digunakan
untuk memahami praktik-praktik sosial, nilai budaya, dan pola
kehidupan komunitas Jamaah Tabligh yang berkaitan dengan
kehidupan keluarga. Antropologi hukum memungkinkan peneliti
untuk melihat hukum sebagai bagian dari sistem budaya yang lebih
luas. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut membantu
menjelaskan bagaimana tradisi dakwah, nilai religiusitas, struktur
komunitas, serta pola relasi sosial di lingkungan Jamaah Tabligh
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mempengaruhi pembentukan dan pemeliharaan ketahanan
keluarga. Dengan pendekatan ini, praktik-praktik sosial seperti
pembagian peran dalam keluarga, pengambilan keputusan rumah
tangga, hingga pengelolaan ekonomi keluarga dapat dianalisis
sebagai bagian dari budaya hukum yang hidup dalam komunitas
tersebut.

Ketiga, penelitian ini juga menggunakan pendekatan psikologi
hukum (legal psychology approach). Pendekatan ini dimanfaatkan
untuk memahami aspek psikologis dalam relasi keluarga, terutama
yang berkaitan dengan dinamika emosional, komunikasi, serta
mekanisme penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Dalam
konteks keluarga Jamaah Tabligh, pendekatan ini penting untuk
menjelaskan bagaimana anggota keluarga merespons aktivitas
dakwah yang mengharuskan suami meninggalkan rumah dalam
jangka waktu tertentu, serta bagaimana keluarga membangun
ketahanan psikologis dalam menghadapi potensi konflik, tekanan
sosial, maupun tantangan ekonomi.

Secara geografis, penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera
Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kota. Namun, penelitian ini
tidak mencakup seluruh wilayah tersebut. Peneliti membatasi lokasi
penelitian hanya pada tiga wilayah, yaitu Kota Medan, Kabupaten
Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai. Pembatasan ini
dilakukan dengan beberapa pertimbangan metodologis. Pertama,
ketiga wilayah tersebut relatif lebih mudah dijangkau oleh peneliti,
sehingga memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan
secara lebih intensif dan mendalam. Kedua, pusat (markaz) aktivitas
dakwah Jamaah Tabligh di Sumatera Utara berada di Kota Medan,
sehingga berbagai informasi terkait perkembangan gerakan dakwah
tersebut dapat ditelusuri dari wilayah ini. Ketiga, ketiga wilayah
tersebut dipilih karena merepresentasikan karakter demografis
yang berbeda, yaitu wilayah perkotaan padat penduduk (Kota
Medan), wilayah dengan kepadatan penduduk sedang (Kabupaten
Deli Serdang), serta wilayah yang relatif lebih jarang penduduk dan
bercorak pedesaan (Kabupaten Serdang Bedagai). Dengan demikian,
ketiga wilayah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang
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relatif representatif mengenai kondisi keluarga Jamaah Tabligh di
Sumatera Utara.

Subjek penelitian dalam studi ini berjumlah 60 orang responden
yang berasal dari keluarga Jamaah Tabligh di tiga wilayah tersebut.
Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik
purposive sampling dan snowball sampling. Teknik purposive sampling
digunakan untuk memilih responden yang dianggap memiliki
karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu keluarga
yang aktif dalam aktivitas dakwah Jamaah Tabligh. Sementara itu,
teknik snowball sampling digunakan untuk memperluas jaringan
responden melalui rekomendasi dari responden sebelumnya,
sehingga peneliti dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang
memiliki keterlibatan dalam aktivitas dakwah tersebut.

Selain pengumpulan data primer melalui observasi dan
wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder
sebagai landasan normatif dan konseptual dalam menganalisis
fenomena ketahanan keluarga pada komunitas Jamaah Tabligh.
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan membaca dan
menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta kitab-
kitab fikih yang berkaitan dengan persoalan ketahanan keluarga
dan dinamika kehidupan rumah tangga. Pembacaan terhadap
sumber-sumber tersebut penting karena menjadi kajian dasar dan
tolok ukur normatif untuk membandingkan temuan empiris di
lapangan. Secara ringkas, peneliti menginventarisasikan seluruh
data sekunder tersebut kemudian menyajikannya secara eksposisif-
preskriptif sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan
melalui beberapa tahapan. Pertama adalah reduksi data, yaitu
proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta
mengabstraksikan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap
ini, data yang dianggap tidak relevan akan disisihkan, sedangkan
data yang penting difokuskan dan dikelompokkan sesuai dengan
kategori yang berkaitan dengan dimensi ketahanan keluarga dalam
perspektif hukum. Kedua adalah penyajian data (display data),
yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi,
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tabel, maupun hubungan antarfenomena sehingga memudahkan
peneliti dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya.
Ketiga adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan, yaitu proses
menarik makna dari data yang telah dianalisis dengan tetap
membuka kemungkinan adanya koreksi atau penguatan melalui
data tambahan.

Untuk memastikan validitas penelitian, peneliti juga melakukan
pengujian keabsahan data melalui beberapa teknik, antara lain
uji kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability.
Uji kredibilitas dilakukan melalui perpanjangan pengamatan,
peningkatan ketekunan, triangulasi data, diskusi dengan sejawat,
penggunaan bahan referensi, serta member check kepada responden.
Uji transferability dilakukan untuk melihat kemungkinan penerapan
temuan penelitian pada konteks yang lebih luas. Sementara itu,
uji dependability berkaitan dengan konsistensi proses penelitian,
dan uji confirmability dilakukan untuk memastikan bahwa temuan
penelitian benar-benar merupakan hasil dari proses penelitian yang
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan prosedur
metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan
temuan yang valid, reliabel, dan memiliki kontribusi ilmiah dalam
kajian ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian ini dipandu oleh beberapa kerangka teoritik
yang digunakan sebagai landasan analisis dalam memahami
fenomena ketahanan keluarga pada komunitas Jamaah Tabligh.
Kerangka teoritik tersebut meliputi teori maqasid al-syari‘ah, teori
implementasi hukum, teori efektivitas hukum, teori kesadaran
hukum, serta teori ketahanan keluarga. Kelima teori tersebut
digunakan secara komplementer untuk menjelaskan bagaimana
norma-norma hukum keluarga Islam tidak hanya dipahami secara
tekstual, tetapi juga diimplementasikan dan berfungsi dalam
kehidupan sosial keluarga.

Pertama, penelitian ini menggunakan perspektif Magasid al-
Shariah sebagai kerangka normatif dalam menilai praktik kehidupan
keluarga. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama syariat Islam
adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan
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terhadap lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Dalam konteks penelitian ini, konsep magasid
al-syarrah digunakan untuk melihat sejauh mana praktik kehidupan
keluarga Jamaah Tabligh mampu menjaga keberlangsungan
rumah tangga serta memenuhi tujuan-tujuan dasar syariat dalam
kehidupan keluarga. Dengan demikian, aktivitas dakwah seperti
khuruj fi sabilillah tidak hanya dipahami sebagai praktik keagamaan
semata, tetapi juga dianalisis dalam kaitannya dengan kemaslahatan
keluarga dan keberlanjutan relasi rumah tangga.

Kedua, penelitian ini menggunakan teori implementasi hukum
untuk menjelaskan bagaimana norma-norma hukum keluarga
Islam diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Teori ini
memandang bahwa keberadaan hukum tidak hanya berhenti pada
tingkat regulasi atau norma tertulis, tetapi juga harus dilihat dari
proses penerapannya dalam kehidupan sosial. Melalui kerangka
ini, penelitian menganalisis bagaimana berbagai ketentuan hukum
keluarga Islam—baik yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan maupun dari doktrin fikih—diimplementasikan oleh
keluarga Jamaah Tabligh dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas
hukum untuk menilai sejauh mana norma hukum tersebut benar-
benar berfungsi dalam mengatur perilaku masyarakat. Efektivitas
hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga
oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma tersebut.
Dalam konteks penelitian ini, efektivitas hukum keluarga Islam
dilihat dari kemampuan norma-norma tersebut dalam menjaga
stabilitas dan ketahanan keluarga di tengah aktivitas dakwah yang
menuntut komitmen waktu yang cukup besar.

Keempat, penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum
untuk memahami sejauh mana anggota keluarga Jamaah Tabligh
memiliki pemahaman, sikap, dan kepatuhan terhadap norma
hukum yang mengatur kehidupan keluarga. Kesadaran hukum
menjadi faktor penting karena keberhasilan implementasi hukum
sangat dipengaruhi oleh tingkat internalisasi nilai-nilai hukum
dalam diri individu maupun komunitas.
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Terakhir, penelitian ini juga menggunakan teori ketahanan
keluarga sebagai kerangka analisis utama untuk menilai tingkat
ketangguhan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan
kehidupan. Teori ini menekankan bahwa keluarga yang tangguh
ditandai oleh kemampuan untuk mempertahankan stabilitas,
mengelola konflik, serta beradaptasi dengan tekanan sosial,
ekonomi, dan psikologis. Dengan mengombinasikan berbagai
kerangka teoritik tersebut, penelitian ini berupaya memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara
norma hukum keluarga Islam, praktik dakwah Jamaah Tabligh, serta
tingkat ketahanan keluarga dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sistematika Penulisan Buku

Buku ini disusun secara sistematis untuk memberikan
pemahaman yang komprehensif mengenai ketahanan keluarga
Jama’ah Tabligh dalam perspektifhukum keluargaIslam di Indonesia.
Struktur pembahasan dibagi ke dalam beberapa bagian dan bab yang
saling berkaitan, dimulai dari pembahasan konseptual, dilanjutkan
dengan kajian mengenai gerakan Jama’ah Tabligh, hingga analisis
empiris mengenai ketahanan keluarga dalam komunitas tersebut di
Provinsi Sumatera Utara.

Buku ini diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan latar
belakang, batasan masalah, tujuan dan signifikansi kajian, kerangka
teori, serta metode penelitian yang digunakan. Bagian ini berfungsi
sebagai landasan awal untuk memahami konteks kajian serta arah
analisis yang akan dikembangkan dalam keseluruhan buku.

Selanjutnya, Bagian I berjudul Diskursus Ketahanan Keluarga
di Indonesia. Bagian ini berisi dua bab yang membahas kerangka
konseptual dan normatif mengenai ketahanan keluarga. Bab I
menguraikan konsep dasar ketahanan keluarga, meliputi pengertian
ketahanan keluarga serta dimensi, variabel, dan indikator yang
digunakan dalam kerangka kebijakan nasional. Pembahasan pada
bab ini bertujuan memberikan dasar teoritik mengenai bagaimana
ketahanan keluarga dipahami dalam kajian akademik maupun
dalam kebijakan pembangunan keluarga di Indonesia.
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Bab II kemudian mengkaji ketahanan keluarga dalam perspektif
hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam bab ini dibahas lima
dimensi utama ketahanan keluarga, yaitu dimensi landasan
legalitas dan keutuhan keluarga, dimensi ketahanan fisik, dimensi
ketahanan ekonomi, dimensi ketahanan sosial psikologis, serta
dimensi ketahanan sosial budaya. Pembahasan tersebut dilakukan
dengan menelaah ketentuan hukum keluarga Islam yang bersumber
dari peraturan perundang-undangan, doktrin fikih, serta kebijakan
nasional yang berkaitan dengan pembangunan keluarga.

Setelah memberikan landasan konseptual dan normatif, buku
ini kemudian beralih pada kajian mengenai subjek penelitian, yaitu
Jama’ah Tabligh. Pembahasan tersebut disajikan dalam Bagian
II yang berjudul Jama’ah Tabligh: Doktrin dan Aktivitas Dakwah.
Bagian ini terdiri dari dua bab. Bab III membahas genealogi dan
perkembangan gerakan dakwah Jama’ah Tabligh, mulai dari
kemunculannya di India hingga perkembangan dan penyebarannya
di Sumatera Utara. Bab ini menjelaskan latar belakang historis,
karakter gerakan, serta dinamika perkembangan Jama’ah Tabligh
dalam konteks sosial keagamaan.

Sementara itu, Bab IV menguraikan doktrin dan aktivitas
dakwah Jama’ah Tabligh. Pada bab ini dijelaskan prinsip-prinsip
dasar dakwah yang menjadi fondasi gerakan tersebut, serta berbagai
aktivitas dakwah yang dijalankan oleh para anggotanya, termasuk
praktik khuryj fi sabilillah yang menjadi ciri khas metode dakwah
Jama’ah Tabligh.

Bagian inti dari buku ini disajikan dalam Bagian III yang berjudul
Ketahanan Keluarga Jama’ah Tabligh. Bagian ini memuat analisis
empiris mengenai praktik ketahanan keluarga dalam komunitas
Jama’ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara. Bab V menyajikan
temuan-temuan lapangan mengenai ketahanan keluarga Jama’ah
Tabligh berdasarkan lima dimensi ketahanan keluarga, yaitu dimensi
landasan legalitas dan keutuhan rumah tangga, ketahanan fisik,
ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, serta ketahanan
sosial budaya.
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Selanjutnya, Bab VI membahas konstruksi ketahanan keluarga
Jama’ah Tabligh dengan menelaah bagaimana doktrin dan aktivitas
dakwah memengaruhi pembentukan ketahanan keluarga dalam
komunitas tersebut. Bab ini menekankan hubungan antara praktik
keagamaan dengan dinamika kehidupan keluarga.

Bab VII kemudian menganalisis ketahanan keluarga Jama’ah
Tabligh di Sumatera Utara dalam perspektif hukum keluarga
Islam. Analisis pada bab ini berupaya menilai sejauh mana praktik
kehidupan keluarga Jama’ah Tabligh sejalan dengan prinsip-prinsip
hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, Bab VIII membahas hubungan antara doktrin,
aktivitas dakwah, dan kesadaran hukum dalam pembentukan
ketahanan keluarga Jama’ah Tabligh. Bab ini menunjukkan bahwa
internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam komunitas tersebut
turut berkontribusi terhadap terbentuknya kesadaran hukum dan
ketahanan keluarga.

Akhirnya, Bab IX mengkaji kontribusi ketahanan keluarga
Jama’ah Tabligh terhadap pembangunan ketahanan keluarga
nasional. Bab ini menempatkan temuan penelitian dalam konteks
yang lebih luas, yaitu bagaimana praktik ketahanan keluarga
dalam komunitas keagamaan dapat memberikan kontribusi bagi
penguatan ketahanan keluarga di tingkat nasional.

Sebagai penutup, buku ini diakhiri dengan kesimpulan dan
saran tindak yang merangkum temuan utama penelitian serta
memberikan sejumlah rekomendasi bagi pengembangan kajian dan
kebijakan terkait ketahanan keluarga di Indonesia.
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9

KontribusiKetahanan,
Keluarga Jamaiah Tabligh,
ProvinsiSumatera,Utara,
TerhadapPembangunan,
KetahananKeluargaNasional

Pada pemaparan sebelumnya, telah dikemukakan bahwa secara
umum ketahanan keluarga JT Provinsi Sumatera berada pada
kategori sangat tinggi, tangguh, tidak rentan, meskipun dalam
aktivitas dakwahnya mereka dituntut meluangkan waktu untuk
melaksanakan sejumlah aktivitas dakwah seperti khuryj, yakni
meninggalkan keluarga dalam masa 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan.
Keluarga JT juga dapat mengimplementasikan sejumlah ketentuan
dalam hukum keluarga Islam sebagaimana yang diatur dalam UU
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam
dan fikih yang berkesesuaian dengan 5 dimensi ketahanan keluarga,
ketentuan pencatatan perkawinan, kedudukan anak, kewajiban
orang tua terhadap anak, hak dan kewajiban suami isteri, dan
ketentuan harta dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam
UU No.1 Tahun 1974, KHI dan ketentuan fikih. Hasil penelitian
juga menunjukkan bahwa doktrin dan aktivitas JT Provinsi
Sumatera Utara sangat mempengaruhi pembentukan ketahanan
keluarga pada keluarga JT Provinsi Sumatera Utara. Doktrin dan

Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia 285



aktivitas dakwah tersebut menumbuhkembangkan kesadaran
beragama secara personal di kalangan anggota JT yang kemudian
menimbulkan kesadaran hukum dalam menjalankan ketentuan
hukum keluarga Islam, khususnya tentang ketahanan keluarga.

Pada sub bab ini, penulis akan mencoba mengaitkan hasil
penelitian tersebut dengan kebijakan Pemerintahan RI dalam
hal mewujudkan ketahanan keluarga nasional. Pertanyaan yang
mengemuka bagaimana kontribusi yang dapat diberikan oleh
keluarga JT Provinsi Sumatera Utara terhadap pembangunan
ketahanan keluarga nasional. Sebab bagaimanapun, komunitas
JT di Provinsi Sumatera Utara secara khusus, dan yang berada di
seluruh Indonesia, merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang
tunduk dan patuh terhadap kebijakan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Salah satu isu tematik dalam pembangunan nasional pada
bidang sosial adalah berkenaan dengan pembangunan keluarga,
karena keluarga merupakan salah satu bagian yang penting dalam
pranata sosial. Kekuatan pembangunan nasional, berakar pada
elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat.
Keluarga sejahtera merupakan fondasi dasar bagi keutuhan kekuatan
dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang
rentan dan tercerai-berai mendorong lemahnya fondasi kehidupan
masyarakat bernegara. Pembangunan keluarga menjadi salah satu
isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya
penguatan ketahanan keluarga.!

Secara yuridis, sebenarnya pemerintah telah membuat
sejumlah regulasi yang secara eksplisit dan implisit mengatur
tentang pentingnya pembangunan ketahanan rumah tangga. Hak-
hak keluarga, secara khusus, telah diatur pada Pasal 28 UUD
1945, yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan
perlindungan, dukungan dan memberdayakan keluarga. Turunan
dari UUD 1945 tersebut, sepanjang sejarah pembangunan nasional,
melahirkan sejumlah produk peraturan perundang-undangan

' Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, Katalog
Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 (Jakarta: Kemenppa, 2016), h. 1.

286 Bagian III. Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh



yang langsung atau tidak langsung berkaitan tentang keluarga.
Diawali dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang mengatur pembentukan keluarga secara legal dengan segala
ketentuannya, UU KDRT yang mengatur tentang perlindungan
terhadap keluarga atau anggota keluarga, dan Undang-Undang
Perlindungan Anak.?

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang secara
eksplisit mengatur tentang ketahanan keluarga terdapat pada UU
No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang kemudian disempurnakan
lagi dengan lahirnya UU No. No. 52 Tahun 2009 Tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Untuk
memenuhi amanat ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. No. 52
Tahun 2009, kemudian lahirlah

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
Regulasi tentang ketahanan keluarga kemudian berkembang dengan
diajukannya draf RUU Ketahanan Keluarga dalam program legislasi
nasional (prolegnas), yang saat ini masih digodok di DPR.

Pada Pasal 1 ayat (15) UU UU No. 10 Tahun 1992 Tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Sejahtera ditegaskan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi
dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan
serta mengandung kemampuan fisik-materil dan psikis-
mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri
dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan
kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.’> Dengan redaksi yang
hampir sama, makna ketahanan keluarga, kemudian dijelaskan
pada Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang
menyebutkan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah
kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta

2Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan
Keluarga,’(Jakarta: 2020), h. 48.

% Lihat UU No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera,
BAB | Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (15).
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mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan
mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis
dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
Sementara itu, penduduk yang rentan disebutkan pada ayat (13)
dengan penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang
mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai
akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.*

Dalam pelaksanaan pembangunan keluarga ini, sesuai dengan
Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga,
berpedoman pada konsep ketahanan dan kesejahteraan yang di
dalamnya mencakup:

1. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga.

2. Ketahanan fisik.

3. Ketahanan ekonomi; d.ketahanan sosial psikologi, dan
4

. Ketahanan sosial budaya, sebagaimana yang telah peneliti
uraikan pada penjelasan sebelumnya.®

Untuk melihat bagaimana kontribusi keluarga JT Provinsi
Sumatera Utara terhadap pembangunan ketahanan keluarga
nasional, kita bisa merujuk pada Pasal 5 UU UU No. 10 Tahun
1992 tentang hak dan kewajiban penduduk dalam pembangunan
keluarga sejahtera. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa setiap
penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam
upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
sejahtera. Ayat (2) berbunyi hak dan kewajiban setiap penduduk
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua matra
penduduk yang terdiri dari matra diri pribadi, anggota keluarga,
anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas.® Pasal
ini menegaskan adanya kewajiban setiap penduduk Indonesia dalam

4 Lihat Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Pasal 1 ayat (11).

5 Lihat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelaksanaan
Pembangunan Keluarga, Pasal 13.

©UU No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal
5 ayat (1 dan 2).

288 Bagian III. Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh



upaya pembangunan keluarga sejahtera. Yang dimaksud dengan
penduduk di sini adalah semua lapisan masyarakat, baik secara
individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga nefara
dan himpunan kuantisas, memiliki kewajiban untuk mewujudkan
keluarga yang sejahtera, keluarga yang tahan, bukan keluarga
yang rentan. Pada Pasal 14 RUU Ketahanan Keluarga, secara lebih
spesifik, ditegaskan bahwa penyelenggaran ketahanan keluarga
dilaksanakan oleh keluarga, pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, serta masyarakat (ayat 1). Kemudian, penyelenggaraan
ketahanan keluarga dilaksanakan melalui penunaian kewajiban
dan pemenuhan hak keluarga dan pemenuhan aspek ketahanan
keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga
yang mencakup dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga,
ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi
dan ketahanan sosial budaya pada keluarga JT Provinsi Sumatera
Utara dapat terimplementasi dengan baik. Pemenuhan ketahanan
keluarga pada kelima dimensi ketahanan keluarga berada pada
kategori sangat tinggi. Secara umum, persentase rata-rata
pemenuhan 5 dimensi ketahanan keluarga dari 60 responden
keluarga JT Provinsi Sumatera Utara adalah; 1) dimensi landasan
legalitas dan keutuhan rumah tangga mencapai 93,33%, 2) dimensi
ketahanan fisik mencapai 92,91%, 3) dimensi ketahanan ekonomi
mencapai 82,61%, 4) dimensi ketahanan sosial psikologi keluarga
mencapai 93,88%, dan dimensi ketahanan sosial budaya keluarga
mencapai 92,22%. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa
terimplementasinya hak dan kewajiban suami istri pada keluarga JT.

Hasil penelitian terhadap 60 responden ini, tentunya mewakili
sekitar 36.000 anggota JT Provinsi Sumatera Utara, bahkan bisa saja
hasilnya tidak akan jauh beda bila kita meneliti seluruh anggota JT
secara nasional di Indonesia. Dengan demikian, menurut peneliti,
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga JT Provinsi
Sumatera, telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan
terhadap upaya pemerintah dalam membangun ketahanan
keluarga secara nasional yang menjadi salah satu modal dasar
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pembangunan nasional. Keluarga JT Provinsi Sumatera Utara telah
mengimplementasikan kewajibannya dengan baik sebagai penduduk
Indonesia dalam membangun keluarga sejahtera sebagaimana yang
ditegaskan dalam Pasal 5 UU UU No. 10 Tahun 1992 dan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Kontribusi ini terlihat signifikan apabila kita melihat realisasi
dari ketahanan keluarga secara nasional, sebagai implementasi
peraturan perundang-undangan di atas, yang masih kurang kuat.
Berdasarkan Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015, disebutkan bahwa
jumlah keluarga di Indonesia mencapai 81,2 juta keluarga, yang
terdiri dari 61,75 juta keluarga dengan kepala keluarga laki-laki, dan
19,45 juta keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Berdasarkan
survei ini pula dapat diketahui bahwa keluarga Indonesia masih
berada pada kondisi yang kurang kuat atau rentan. Kerentanan
tersebut terjadi tidak saja pada aspek kesehatan masyarakat,
pengadaan tempat tidur, dan pendidikan kepala rumah tangga,
tetapi juga terjadi aspek keutuhan rumah tangga. Data statistik
menggambarkan terjadinya tren peningkatan angka perceraian,
kekerasaan seksual pada anak, dan kekerasan yang dilakukan oleh
salah seorang pasangan suami istri. ’

Sebagaimana yang telah peneliti sebutkan pada bab 1, bahwa
data perceraian di Indonesia dalam rentang waktu 5 tahun, yaitu
tahun 2017-2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2017 angka perceraian mencapai 374.516 kasus, tahun 2018
terdapat 408.202 kasus, dan naik lagi pada tahun 2019 menjadi
439.002 kasus. Walaupun pada tahun 2020 sempat menurun
pada angka 291.677 kasus, namun pada tahun 2021 kembali
melejit mencapai 447.743 kasus. Sebagian besar kasus perceraian
menunjukkan bahwa para isteri lebih banyak menggugat cerai
daripada para suami, seperti pada tahun 2020 dimana (75,34%)
perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya
diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh pengadilan. Faktor
utama terjadinya perceraian adalah adanya pertengkaran (46,6%),

7Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, “Naskah Akademik, h. 1 dan 3.
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persoalan ekonomi (28, 2%), meninggalkan pasangan (18,2%),
kekerasan dalam rumah tangga (2,1%), mabuk, madat, judi, dan
zina (2,1%), poligami (0,3%), kawin paksa (0,2%), dan lain-lain
(2,2%).2

Pertengkaran antara suami-isteri merupakan penyebab utama
terjadinya perceraian, yang bisa saja disebabkan oleh faktor ekonomi,
pola relasi suami istri, kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya,
perselisihan antara suami istri bisa diminimalisir dengan adanya
pengamalan agama yang intens pada sebuah keluarga. Dengan
meningkatnya nilai-nilai religiusitas pada suami, istri dan anak, akan
menumbuhkan sifat sabar, kasih sayang, bertanggung jawab dan
ikhlas dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Permasalahan
dalam keluarga pasti ada, seperti berkurangnya penghasilan suami,
adanya miskomunikasi, kenakalan anak-anak, dan sebagainya.
Namun, bila dibarengi dengan pengamalan agama, maka ketahanan
keluarga akan tetap kuat dan tangguh.

Sebagai contoh, masa pandemi covid-19 kemarin, ternyata
berimplikasi terhadap meningkatnya angka perceraian di berbagai
kabupaten dan kota. Hal ini juga diakui oleh Direktur Bina KUA dan
Keluarga Sakinah, Muharram Marzuki, yang menjelaskan bahwa
situasi pandemi memiliki dampak terhadap menurunnya ekonomi
keluarga yang berakibat pada naiknya angka gugatan cerai di berbagai
Pengadilan Agama. Dengan terbatasnya pergerakan anggota
keluarga, bisa saja menimbulkan kejenuhan yang mengakibatkan
ketidakharmonisan keluarga. sebenarnya menurut beliau, dengan
memperkuat nilai agama dalam keluarga akan menjauhkan dari
kejenuhan seperti lebih sering beribadah berjamaah dengan
keluarga, tilawah al-Qur’an bersama dan mengkaji ilmu agama.
dengan adanya komunikasi yang bagus dan penguatan amal agama
dapat memperkokoh ketahanan keluarga (family resilience).’

8 Monavia Ayu Rizaty, “Rasio Perceraian di Jawa Tengah Tertinggi Nasional,” diakses 25 Januari 2021 dari
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/22/rasio-perceraian-di-jawa-tengah-tertinggi-nasional#
~:text=Menurut%20BPS%2C%20jumlah%20perceraian%20di,telah%20mencapai%20439%20ribu%20kasus

° Merdeka.com, "Kemenag Sebut Tingginya Angka Perceraian Selama Pandemi Akibat Faktor Ekonomi,” diakses
25 Janurai 2021 dari https:/www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-tingginya-angka-perceraian-selama-
pandemi-akibat-faktor-ekonomi.html,
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Secara teoritis, adanya kemajuan teknologi, perubahan budaya,
dinamika politik dan beragam persoalan ekonomi, bisa saja dapat
membangun kekuatan keluarga, tetapi dapat pula mengganggu
dan mengancam eksistensi keluarga. Goncangan dan tekanan
ekonomi dapat menempatkan semua anggota keluarga dalam posisi
rentan, namun bila dapat dilalui dengan baik tanpa terpecah, akan
membuat keluarga tersebut menjadi lebih tahan, lebih resilien
terhadap tantangan ekonomi ke depan. Demikian pula halnya bila
keluarga mendapatkan tekanan atas perubahan sosial dan budaya,
pada akhirnya akan menguatkan keluarga bila dapat dilalui dengan
baik. Kemampuan keluarga untuk menghadapi tantangan bahkan
ancaman secara positif dapat dibangun dan diperkuat. Selain dengan
penerapan pola pengasuhan yang berkualitas, penguatan komitmen
dalam berkeluarga, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi
tantangan dan tekanan, nilai-nilai agama yang dianut keluarga juga
memegang peran penting dalam membangun kekuatan keluarga.
Dari penelitian Global the Family Strengths Research Project yang
dilakukan pada ribuan keluarga di 25 negara, salah satu temuan
pentingnya adalah bahwa nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh
keluarga sangat berpengaruh dalam menguatkan keluarga.'

Pentingnya pengamalan nilai-nilai agama dalam keluarga
sebagai pendukung ketahanan keluarga, juga sesuai dengan teori
yang dikembangkan oleh Froma Whals, sebagaimana yang telah
peneliti jelaskan sebelumnya. Dalam konteks ini pula, menurut
peneliti, apa yang terjadi pada keluarga JT Provinsi Sumatera Utara,
bisa menjadi langkah yang dapat ditiru oleh masyarakat Indonesia
lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca mengikuti
aktivitas JT, telah meningkatkan kesadaran keberagamaan di
kalangan anggota JT dan secara simultan menumbuhkan kesadaran
hukum untuk menunaikan hak dan kewajiban dalam keluarga, baik
bagi suami, istri dan juga anak-anak mereka.

Keluarga JT Provinsi Sumatera Utara, pada hakikatnya
memiliki persoalan yang sama dengan keluarga lain, bahkan para
istri terkadang harus ditinggal oleh suami untuk melaksanakan

0 Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, “Naskah Akademik, h. 2-3.
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khuruj dan aktivitas dakwah lain, yang bisa saja memicu terjadinya
turbulensi dalam keluarga. Namun dengan adanya praktik nilai-
nilai keagamaan yang baik dan berkelanjutan yang diiringi dengan
pengamalan doktrin dan aktivitas JT, mampu menciptakan
ketahanan keluarga mereka. Para istri relatif lebih sabar dan kuat,
meskipun mungkin nafkah yang ditinggal suami relatif kurang,
namun bisa dipergunakan dengan sebaiknya oleh istri. Hal ini
tidak menyebabkan percekcokan antara suami-istri yang bisa
saja menjadi pemicu terjadinya perceraian. Sejumlah kegiatan
keagamaan pada keluarga JT Provinsi Sumatera Utara, mungkin
saja bisa diterapkan pada keluarga lain adalah adanya taklim rumah
setiap hari, musyawarah harian, muzakarah agama, dan proses
belajar-mengajar (home schooling) yang sangat efektif melahirkan
anak-anak yang hafal Al-Quran.

Kontribusi lain yang dapat dilakukan oleh keluarga JT, baik
secara pribadi dan juga secara lembaga keagamaan, adalah dengan
ikut serta berperan dalam membangun ketahanan nasional.
Berkenaan tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan
keluarga diatur secara eksplisit pada Pasal 58 UU No. 52 Tahun
2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga. Pada Pasal 58 (1) disebutkan bahwa setiap penduduk
mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan
kependudukan dan pembangunan keluarga. Kemudian pada ayat
(2), ditegaskan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.!!

Ketentuan peran serta individu dan masyarakat terhadap
pembangunan ketahanan keluarga nasional, secara spesifik
juga sudah masuk ke dalam draf RUU ketahanan keluarga, yang
menegaskan bahwa setiap keluarga dalam penyelenggaraan
ketahanan keluarga, berkewajiban antara lain untuk: a. berperan
serta dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga di lingkungannya
untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang tangguh dan

" Lihat Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Pasal 1 ayat (11).
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berkualitas (Pasal 15 (1). Kemudian pada Pasal 55 ditegaskan
peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas ketahanan
keluarga dilaksanakan dengan cara gerakan nasional ketahanan
keluarga, pendidikan ketahanan keluarga, pelatihan ketahanan
keluarga dan konsultasi ketahanan keluarga. Gerakan nasional
ketahanan keluarga itu sendiri dilakukan melalui cara sosialisasi
dan kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat dan pelibatan
peran serta keluarga dan masyarakat (Pasal 56).12

Peneliti menilai, keluarga JT Provinsi Sumatera Utara, baik
sebagai individu maupun sebagai organisasi keagamaan Islam,
dapat memberikan kontribusinya dengan ikut berperan dalam
pembangunan ketahanan keluarga nasional, baik melalui gerakan
nasional ketahanan keluarga, pendidikan, pelatihan dan konsultasi
ketahanan keluarga yang dilakukan melalui sejumlah aktivitas
dakwah mereka kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim
Indonesia.

JT merupakan satu gerakan dakwah yang begitu cepat
penyebarannya dalam skala internasional maupun nasional. JT
kini telah menyebar di hampir setiap negara, berkembang di benua
Asia, Eropa, Amerika, Afrika dan Australia. Di Amerika, setidaknya
50.000 anggota JT tinggal di sebagian besar negara bagian, seperti
California, Texas, New York, dan lainnya. Di Kanada, mereka
mengadakan pertemuan tahunan sejak tahun 1997 yang dihadiri
sekitar 4000 anggota JT. JT masuk ke Inggris pada tahun 1960-an,
memiliki perwakilan di 600-1350 masjid, dan telah menjadi pusat
JT di Eropa. JT juga tersebar di beberapa Eropa negara-negara
seperti Jerman, Belgia, Italia, dan negara lain. JT mendapat respons
yang bagus dan menyebar dengan cepat, dan telah mendirikan 35
markaz di 50 negara. JT sampai ke Gambia pada tahun 1960-an,
terus menyebar ke Maroko, Mali, Mauritania, Nigeria, dan Afrika
Selatan. Di Asia, JT telah tersebar luas di Kirgistan, Tajikistan
dan Kazakhstan. Pada akhirnya, JT juga menyebar wilayah Asia
Tenggara, seperti negara Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan

"2 Lihat RUU Ketahanan Keluarga, Pasal 15, 55 dan 56.
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Indonesia. Di Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara dengan
komunitas muslim terbesar, JT telah mendapat perhatian besar."

Untuk skala nasional, JT juga telah berkembang di seluruh
provinsi, tidak terkecuali Provinsi Sumatera Utara. Populasi
keanggotaan ]JT secara nasional sekitar 440.000 orang, dan
untuk Provinsi Sumatera Utara berkisar 36.000 orang. Populasi
keanggotaan yang cukup besar dan percepatan dalam menyampaikan
nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat yang dilakukan dengan
sukarela, tanpa pamrih, menurut hemat peneliti dapat menjadi
potensi besar dalam mensosialisasikan ketahanan keluarga pada
aspek sosial psikologis, sosial budaya, dan ketentuan hukum
keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.

Aktivitas dakwah di Mahalla (mesjid), seperti taklim Masjid,
ceramah-ceramah agama (bayan) ketika ada JT yang datang
melakukan khuruj, silaturahmi harian ke masyarakat muslim sekitar
mesjid, taklim masturah dan muzakarah masturah, merupakan
kegiatan JT yang biasanya juga melibatkan masyarakat Islam lainnya.
Melalui aktivitas ini, anggota JT bisa memanfaatkannya untuk
mensosialisasikan pentingnya ketahanan keluarga dalam perspektif
agama dan hukum, sebagai wujud ikut berperan serta dalam
penyelenggaraan ketahanan keluarga di lingkungan sebagaimana
yang ditegaskan dalam RUU Ketahanan keluarga. Kemudian
aktivitas khuryj rijal dan dan khuruj masturah yang dilaksanakan ke
berbagai penjuru desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi di
Indonesia, juga bisa menjadi media sosialisasi kepada masyarakat
secara luas tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai agama
dalam keluarga untuk membentuk ketahanan keluarga.

Secara kelembagaan, komunitas JT ini bisa juga berperan
serta dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga nasional
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 10 Tahun 1992
dan Pasal 68 UU No. 52 Tahun 2009. Peran serta tersebut bisa
dalam bentuk mendukung gerakan nasional ketahanan keluarga,
pendidikan, pelatihan dan konsultasi ketahanan keluarga.

¥ Lihat Sukron Ma’'mun, “Tablighi Jamaat: An Islamic Revivalist Movement and Radicalism Issues”, dalam
Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies, Vo. 5, No. 2, July-December 2019 hal. 152-153
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Bagaimanapun tujuan dari aktivitas dakwah JT adalah untuk
memperbaiki diri dan keluarga untuk lebih mentaati Allah, hukum-
hukum Allah, dan mencontoh kehidupan Rasulullah saw, baik pada
aspek ibadah, akhlak dan juga kehidupan dalam berkeluarga.

Pembangunan ketahanan keluarga nasional tentu tidak bisa
berjalan dengan baik tanpa didukung oleh sejumlah kalangan,
termasuk organisasi kemasyarakatan. Komunitas JT merupakan
kumpulan orang-orang yang sudah terbiasa mendakwahkan agama
ke seluruh pelosok negeri, dengan sukarela dan tanpa pamrih.
Potensiinibisa sajadimanfaatkan oleh pemerintah melalui kerjasama
dengan JT dalam merealisasikan gerakan nasional ketahanan
keluarga, pendidikan, pelatihan dan konsultasi ketahanan keluarga.
JT telah memiliki program masturah dengan segala aktivitasnya
yang ternyata dapat berfungsi sebagai madrasah keluarga, dan juga
sebagai training bagi suami-istri dalam mengokohkan sendi-sendi
dalam berkeluarga.

Perkembangan terakhir regulasi ketahanan keluarga adalah
dengan diajukannya RUU Ketahanan Keluarga oleh sebagian
anggota DPR. Menurut peneliti, ada baiknya para anggota DPR
yang mengajukan RUU Ketahanan Keluarga bisa mendengar,
mempelajari atau bahkan duduk bersama dengan kalangan anggota
JT, untuk melakukan sharing tentang aktivitas JT yang mendukung
pembangunan keluarga. Sebab, berbagai penelitian menunjukkan
bahwa adanya pengaruh yang cukup kuat antara sejumlah aktivitas
JT terhadap pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah, dan juga memiliki pemenuhan ketahanan keluarga yang
tangguh dan resilien, sebagaimana hasil penelitian yang peneliti
lakukan ini.
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Buku ini mengkaji konsep ketahanan keluarga dalam
perspektif hukum Islam di Indonesia serta implementasinya pada
keluarga Jama’ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara. Melalui
proses penelitian tersebut, diperoleh sejumlah temuan vyang
secara substantif menjawab permasalahan penelitian yang telah
dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti
memaparkan secara ringkas hasil-hasil penelitian yang kemudian
dirumuskan ke dalam beberapa kesimpulan utama. Selain itu,
peneliti juga menyampaikan sejumlah saran yang diharapkan dapat
menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, akademisi
di bidang hukum Islam, masyarakat, serta pemerintah sebagai
pemegang otoritas kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan
penguatan ketahanan keluarga nasional.

* k%

Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, secara umum
konsep ketahanan keluarga sebagaimana dirumuskan oleh
pemerintah melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Pembangunan Keluarga menunjukkan relevansi yang kuat dengan
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum keluarga Islam.
Ketentuan tersebut dapat ditemukan baik dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum
Islam (KHI), maupun dalam khazanah pemikiran fikih klasik dan
kontemporer.

Konsep ketahanan keluarga yang dirumuskan dalam kebijakan
tersebut dijabarkan melalui beberapa dimensi utama, yakni dimensi
landasan legalitas dan keutuhan keluarga, dimensi ketahanan fisik,
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dimensi ketahanan ekonomi, dimensi ketahanan sosial-psikologis,
serta dimensi ketahanan sosial-budaya. Setiap dimensi tersebut
memiliki variabel dan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur
dalam menilai tingkat ketahanan suatu keluarga. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa berbagai dimensi, variabel, dan indikator
tersebut memiliki dasar normatif yang dapat ditelusuri dalam
ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.

Secara normatif, prinsip-prinsip yang menjadi dasar ketahanan
keluarga tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan hukum
yang mengatur tentang tujuan perkawinan, hak dan kewajiban
suami-istri, tanggung jawab terhadap pemeliharaan keluarga,
serta pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya, ditegaskan bahwa
tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini selaras
dengan konsep keluarga dalam hukum Islam yang menekankan
pentingnya terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, berbagai pasal juga
menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan
batin kepada keluarga, serta tanggung jawab bersama antara suami
dan istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketentuan-
ketentuan tersebut sejalan dengan dimensi ketahanan fisik dan
ekonomi dalam konsep ketahanan keluarga yang dirumuskan oleh
pemerintah. Sementara itu, dimensi ketahanan sosial-psikologis
dan sosial-budaya dapat ditemukan dalam ajaran-ajaran fikih yang
menekankan pentingnya pendidikan keluarga, pembinaan akhlak,
serta penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan dalam kehidupan
rumah tangga.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ketahanan
keluarga yang dikembangkan dalam kebijakan pemerintah pada
dasarnya memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam kerangka
hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan demikian, konsep
tersebut tidak hanya memiliki dasar sosiologis dan kebijakan
publik, tetapi juga memperoleh dukungan dari perspektif normatif-
keagamaan yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia.
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Implikasinya, keberadaan landasan normatif tersebut
memberikan peluang yang lebih besar bagi implementasi konsep
ketahanan keluargadalam kehidupan masyarakat. Keselarasanantara
kebijakan negara dan prinsip-prinsip hukum Islam menjadikan
konsep ini lebih mudah diterima oleh masyarakat Muslim, karena
tidak dipandang sebagai konsep yang asing, melainkan sebagai
bagian yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang telah lama
dianut. Oleh sebab itu, integrasi antara kebijakan pembangunan
keluarga dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dapat menjadi
faktor penting dalam memperkuat upaya pembangunan ketahanan
keluarga di Indonesia.

Selanjutnya, implementasi ketahanan keluarga pada keluarga
Jama’ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan capaian
yang sangat baik, tangguh, dan tidak berada dalam kategori
rentan. Kondisi ini menarik untuk dicermati mengingat dalam
praktik kehidupan keagamaan Jama’ah Tabligh terdapat tuntutan
aktivitas dakwah yang cukup intens, seperti kegiatan khuruj, yakni
meninggalkan keluarga untuk melaksanakan dakwah dalam rentang
waktu tertentu, seperti tiga hari, empat puluh hari, bahkan hingga
empat bulan. Dalam konteks kehidupan keluarga, aktivitas tersebut
secara teoritis berpotensi menimbulkan berbagai persoalan,
baik yang berkaitan dengan relasi rumah tangga, aspek ekonomi
keluarga, maupun stabilitas sosial-psikologis keluarga.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi
problematika tersebut dapat dikelola dengan baik oleh keluarga
Jama’ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tercermin dari
capaian indikator ketahanan keluarga yang berada pada tingkat
yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 60
responden keluarga Jama’ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara,
persentase rata-rata pemenuhan lima dimensi ketahanan keluarga
menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Dimensi landasan
legalitas dan keutuhan rumah tangga mencapai 93,33%, dimensi
ketahanan fisik mencapai 92,91%, dimensi ketahanan ekonomi
mencapai 82,61%, dimensi ketahanan sosial-psikologis keluarga
mencapai 93,88%, serta dimensi ketahanan sosial-budaya mencapai
92,22%.
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Apabila persentase pemenuhan ketahanan keluarga tersebut
dikonversikan ke dalam kategori Rintisan Indeks Ketahanan
Keluarga (R-IKK), maka secara umum tingkat ketahanan keluarga
Jama’ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara berada pada kategori
sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Jama’ah Tabligh
mampu mempertahankan stabilitas dan keberfungsian keluarga
secara optimal meskipun dihadapkan pada dinamika aktivitas
dakwah yang relatif intens.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kegiatan
khuruj dan berbagai aktivitas dakwah lainnya yang secara potensial
dapat memunculkan persoalan dalam keluarga—baik dari aspek
hukum, ekonomi, sosial, maupun budaya—pada kenyataannya
dapat dihadapi secara adaptif oleh keluarga Jama’ah Tabligh. Dengan
kata lain, kewajiban menjalankan aktivitas dakwah di satu sisi, serta
kewajiban dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab keluarga
di sisi lain, dapat dilaksanakan secara relatif seimbang. Kondisi ini
menunjukkan adanya kemampuan adaptasi keluarga yang cukup
baik dalam mengelola relasi antara komitmen keagamaan dan
tanggung jawab domestik.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat
ketahanan keluarga yang tinggi tersebut tidak terlepas dari
implementasi berbagai ketentuan dalam hukum keluarga Islam
yang berlaku di Indonesia. Sejumlah norma hukum yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan fikih klasik dan
kontemporer, terbukti memiliki relevansi yang kuat dengan dimensi-
dimensi ketahanan keluarga yang digunakan dalam penelitian ini.

Beberapaketentuan hukumkeluargaIslamyangterimplementasi
secara nyata dalam kehidupan keluarga Jama’ah Tabligh antara lain
meliputi ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, pengaturan
mengenai kedudukan dan perlindungan anak, kewajiban orang
tua terhadap anak, pembagian hak dan kewajiban antara suami
dan istri, serta pengaturan mengenai harta dalam perkawinan.
Ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta
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berbagai pandangan ulama fikih, menjadi landasan normatif yang
mendukung terbentuknya struktur keluarga yang relatif stabil dan
tangguh.

Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip hukum
keluarga Islam dalam kehidupan keluarga Jama’ah Tabligh di Provinsi
Sumatera Utara tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif
dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga berkontribusi secara
nyata terhadap penguatan ketahanan keluarga. Keselarasan antara
komitmen keagamaan, praktik dakwah, dan pemenuhan kewajiban
keluarga pada akhirnya menjadi faktor penting yang mendukung
terbentuknya keluarga yang stabil, adaptif, dan memiliki tingkat
ketahanan yang tinggi.

Penting untuk dicatatkan di sini, bahwa secara teoritis, hasil
penelitian ini kembali menguatkan teori magqashid as-syari’ah al-
usyriyyah, sebagaimana yang dikembangkan oleh Jamal al-Din
‘Atiyah, bahwa salah satu unsur dalam mendapatkan kemaslahatan
dalam berkeluarga adalah berhubungan dengan aspek pemeliharaan
religiusitas dalam keluarga (hifz at-tadyin fiy al-usrah). Hasil
penelitian ini juga menguatkan teori-teori ketahanan keluarga yang
menjadikan aspek pengamalan keyakinan dan keagamaan dalam
keluarga menjadi faktor penting dalam mewujudkan ketahanan
keluarga, sebagaimana yang dikembangkan oleh Froma Walsh.
Dalam kerangka kerja (frame work) yang digagas oleh Froma Walsh
menyebutkan bahwa bahwa sistem kepercayaan atau keyakinan,
termasuk di dalamnya kepercayaan agama keluarga adalah jiwa
(jantung) dari sebuah ketahanan keluarga.

Terkait doktrin dan aktivitas JT, juga sangat mempengaruhi
pembentukan ketahanan keluarga yang tangguh dan kuat pada
keluarga JT Provinsi Sumatera Utara. Doktrin dan aktivitas
dakwah tersebut menumbuhkembangkan kesadaran beragama
secara personal di kalangan anggota JT. Kesadaran beragama secara
personal ini, kemudian menimbulkan kerisauan dan kesadaran
untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga dengan
menjalankan kewajiban suami dan orang tua sesuai dengan petunjuk
agama. Suami lebih perhatian kepada isteri dan anak-anaknya dan
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melibatkan para isteri dalam kegiatan dakwah JT. Setelah isteri
terlibat dalam aktivitas dakwah JT, maka suami isteri memiliki
persepsi yang sama dalam menunaikan tugas-tugas dakwah dan
tugas yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.

Adapun kesadaran beragama pada keluarga JT Provinsi
Sumatera Utara, kemudian menimbulkan adanya kesadaran hukum
pada keluarga JT untuk mengimplementasikan beberapa ketentuan
hukum keluarga Islam dalam kehidupan keluarga mereka. Hasil
studi ini menunjukkan adanya perubahan yang terjadi pada suami
dan isteri ke arah yang lebih baik dalam mewujudkan hal legalitas
perkawinan, status anak, pemenuhan kewajiban suami isteri dan
kewajiban orang tua terhadap anak, pasca mengamalkan dan
mengikuti doktrin dan aktivitas JT. Agar kesadaran beragama dan
kesadaran hukum tersebut tetap berkesinambungan hadir dalam
pribadi anggotanya, maka doktrinisasi prinsip-prinsip dakwah
JT selalu ditanamkan dalam sejumlah aktivitas dakwah mereka.
Kemudian, diiringi dengan sejumlah tradisi keagamaan yang
mereka lakukan secara rutin, baik tradisi yang bersifat harian,
mingguan, bulanan dan tahunan, dimana mereka melakukannya
dengan sukarela dan tanpa pamrih.

Tradisi harian JT diaplikasikan dalam bentuk taklim masjid,
musyawarah harian di Masjid, silaturahmi kepada masyarakat,
taklim rumah, muzakarah Al-Qur’an dan agama di rumah, dan
musyawarah harian di rumah. Tradisi mingguan diaplikasikan
dalam bentuk aktivitas seperti musyawarah halagah, musyawarah
markas daerah, Jaulah 1 dan jaulah 2, taklim masturah, dan nusroh
ahliah (mengunjungi istri) yang ditinggal khuruj. Setiap bulan,
setiap anggota JT dianjurkan untuk mewakafkan waktunya untuk
melaksanakan khuryj selama 3 hari, dalam satu tahun dianjurkan
selama 40 hari untuk melaksanakan khuruj, dan dalam seumur
hidup sekurang-kurangnya pernah melaksanakan khuruj selama 4
bulan. Dalam 3 bulan sekali, khuruj masturah dianjurkan dilakukan
selama 3 hari, dan terus akan meningkat selama 10 hari, 15 hari
dan 2 bulan. Acara tahunan juga diwujudkan dalam kegiatan
pertemuan seluruh anggota JT dalam wilayah kabupaten/kota
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dan provinsi. Seluruh aktivitas tersebut, telah menjadi budaya di
kalangan JT, yang dilaksanakan dengan sukarela dengan motivasi
untuk memperbaiki (islah) diri, keluarga dan masyarakat secara
umum dalam hal pengamalan keagamaan.

Hasil studi ini, akhirnya, menguatkan dan mengembangkan
teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Soerjono
Soekanto, yang menjadikan faktor kesadaran hukum dan budaya
hukum sebagai hal dapat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu
hukum. Akan tetapi, untuk membentuk kesadaran dan budaya
hukum itu, tentulah tidak mudah, perlu ada kegiatan-kegiatan
yang mendukungnya, yang di dalam JT dilakukan dengan cara
mentradisikan sejumlah aktivitas dakwah.

Tak kalah penting, ketahanan keluarga JT Provinsi Sumatera
Utara telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap
upaya pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga secara
nasional yang menjadi salah satumodal dasar pembangunannasional.
Keluarga JT Provinsi Sumatera Utara telah mengimplementasikan
kewajibannya dengan baik sebagai penduduk Indonesia dalam
membangun keluarga sejahtera sebagaimana yang ditegaskan
dalam Pasal 5 UU UU No. 10 Tahun 1992 dan peraturan perundang-
undangan lainnya. Kontribusi ini terlihat signifikan apabila kita
melihat realisasi dari ketahanan keluarga secara nasional, sebagai
implementasi peraturan perundang-undangan di atas, yang masih
kurang kuat.

Hasil studi menunjukkan pemenuhan 5 dimensi ketahanan
keluarga dari 60 responden keluarga JT Provinsi Sumatera, termasuk
ke dalam kategori sangat tinggi. 60 responden ini tentunya mewakili
sekitar 36.000 anggota JT Provinsi Sumatera Utara, bahkan bisa saja
hasilnya tidak akan jauh beda bila kita meneliti seluruh anggota JT
secara nasional di Indonesia, dengan alasan kesamaan prinsip dan
aktivitas dakwah JT dan karakteristik penduduknya.

Secara kelembagaan, komunitas JT ini bisa juga berperan
serta dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga nasional
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 10 Tahun 1992
dan Pasal 68 UU No. 52 Tahun 2009. Peran serta tersebut bisa
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dalam bentuk mendukung gerakan nasional ketahanan keluarga,
pendidikan, pelatihan dan konsultasi ketahanan keluarga.
Pembangunan ketahanan keluarga nasional tentu tidak bisa berjalan
dengan baik tanpa didukung oleh sejumlah kalangan, termasuk
organisasi kemasyarakatan. Komunitas JT merupakan kumpulan
orang-orang yang sudah terbiasa mendakwahkan agama ke seluruh
pelosok negeri, dengan sukarela dan tanpa pamrih. Potensi ini
bisa saja dimanfaatkan oleh pemerintah melalui kerjasama dengan
JT dalam merealisasikan gerakan nasional ketahanan keluarga,
pendidikan, pelatihan dan konsultasi ketahanan keluarga. JT
telah memiliki program masturah dengan segala aktivitasnya yang
ternyata dapat berfungsi sebagai madrasah keluarga, dan juga
sebagai training bagi suami-istri dalam mengokohkan sendi-sendi
dalam berkeluarga.

Perkembangan terakhir regulasi ketahanan keluarga adalah
dengan diajukannya RUU Ketahanan Keluarga oleh sebagian
anggota DPR. Menurut peneliti, ada baiknya para anggota DPR
yang mengajukan RUU Ketahanan Keluarga bisa mendengar,
mempelajari atau bahkan duduk bersama dengan kalangan anggota
JT, untuk melakukan sharing tentang aktivitas JT yang mendukung
pembangunan keluarga. Sebab, berbagai penelitian menunjukkan
bahwa adanya pengaruh yang cukup kuat antara sejumlah aktivitas
JT terhadap pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah, dan juga memiliki pemenuhan ketahanan keluarga yang
tangguh dan resilien, sebagaimana hasil penelitian yang peneliti
lakukan ini.

* k%

Menurut Penulis, untuk menguatkan hasil pemenuhan 5
dimensi ketahanan keluarga pada keluarga JT Provinsi Sumatera
Utara, sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri PPPA
No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga,
masih perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan
penelitian kuantitatif. Dengan responden yang lebih banyak lagi,
dan mewakili setiap anggota JT yang kabupaten/kota yang ada di
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Provinsi Sumatera, maka akan diperoleh hasil kuantitatif yang lebih
rinci lagi berkenaan dengan pemenuhan aspek ketahanan keluarga
dari dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan
fisik ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan
sosial budaya. Untuk itu, peneliti memberi saran kepada para
akademisi hukum Islam dan para peneliti hukum keluarga Islam
lainnya, agar bisa melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan
metode kuantitatif.

Hasil studi ini menggambarkan ketahanan keluarga JT
Provinsi Sumatera Utara yang berada pada kategori baik, dan
tangguh, meskipun mereka melaksanakan kegiatan khuruj yang
bisa saja memicu terjadinya turbulensi dalam keluarga persoalan
dalam rumah tangga. Namun, dengan adanya praktik nilai-nilai
keagamaan yang baik dan berkelanjutan mampu menciptakan
ketahanan keluarga mereka. Para istri relatif lebih sabar dan kuat,
meskipun mungkin nafkah yang ditinggal suami relatif kurang,
namun bisa dipergunakan dengan sebaiknya oleh istri. Peneliti
memberi saran kepada masyarakat muslim lainnya, agar tidak
mudah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan yang
mungkin masih bisa ditolerir. Masyarakat bisa saja mencontoh
pola JT dalam mempertahankan keluarganya, di tengah pergolakan
ekonomi, pengaruh perkembangan iptek, sosial dan budaya.
Intinya, pengamalan keagamaan dalam keluarga sangat perlu
menjadi prioritas utama yang diiringi dengan kegiatan rutin seluruh
anggota keluarga secara bersama dalam melaksanakan aktivitas
keagamaan memiliki kontribusi kepada masyarakat seiring dengan
meningkatnya angka perceraian dan masih rentannya..kita bisa
belajar dari JT, keteguhan agama dan siap mental

Hasil studi ini juga bisa menjadi kontribusi kepada pemerintah
dan DPR dalam membuat regulasi tentang ketahanan keluarga
nasional. Untuk itu, peneliti memberi saran, kiranya pemerintah
dapat melibatkan anggota JT yang ada di Provinsi Sumatera Utara,
atau di seluruh Indonesia, dalam upaya mengimplementasikan
gerakan nasional ketahanan keluarga, pendidikan, pelatihan dan
konsultasi keluarga. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang
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ikhlas dan sukarela dalam melakukan dakwah ke tengah masyarakat,
dimanapun berada. Tentu hal ini menjadi potensi yang cukup besar
dalam upaya mensosialisasikan nilai-nilai ketahanan keluarga
yang juga diatur dalam hukum keluarga Islam kepada masyarakat.
Para anggota DPR juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini
sebagai pertimbangan akademis dalam mewujudkan UU Ketahanan
Keluarga, yang lagi dirumuskan.
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